Menimbang

Menimbang

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.45-401.021/ 14 /2023

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024 dan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Keputusan Wali Kota Madiun Nomor:
180.45-401.021/253/2019 tentang Penetapan Peta
Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu

diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Madiun tentang Penetapan Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kota Madiun;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 4 Tahun 2021;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
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Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
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Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah;
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35. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

MEMUTUSKAN:

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum
“PERTAMA” merupakan bagan yang digunakan untuk
mengidentifikasikan secara jelas alur yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota

Madiun.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun sebagaimana
dimaksud pada Diktum “KEDUA” memuat seluruh proses
bisnis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas
dan fungsi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun digunakan

sebagai:

1. acuan untuk menyusun tata laksana di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun; dan

2. dasar bagi pembentukan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel.

Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kota Madiun dilakukan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.
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KEENAM : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali

Kota Madiun Nomor: 180.45-401.021/253/2019 tentang

Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Januari 2023

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepalp-Ragian Hukum

BUDNWIBOWO. SH

PembBina Tingkat |
NIP. 19750117 199602 1 001
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR :188.45-401.021/ 14 /2023
TANGGAL :9 Januari 2023

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

UMUM
1. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL O

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 0 merupakan
peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis
Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari proses bisnis utama,
proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta
proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi,
misi, serta tujuan Pemerintah Kota Madiun. Di dalam
menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Madiun Tahun 2019-2024 Perubahan, dokumen tugas dan
fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang
menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan. Berikut merupakan komponan dari
Proses Bisnis terdiri atas:
a. Proses Utama

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran

nilai utama atau ringkasan dari masing-masing proses bisnis.
b. Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola

operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti

berjalan dengan baik.
c. Proses Manajerial

Proses manajerial adalah proses wuntuk mengelola

perencanaan dan pembangunan daerah, pengelolaan SDM,

pengendalian dan pengawasan, pengelolaan pemerintahan

dan organisasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 1 merupakan
penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis Kota Madiun
level 0, disebut juga Peta Sub Proses. Pada level ini digambarkan
proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level
0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Madiun dan keterhubungan antara satu

proses dengan proses lainnya.
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3. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 2
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 2 merupakan
penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di
level 1, disebut juga Peta Lintas Fungsi. Peta lintas fungsi (Cross
Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian
kerja lintas unit/fungsi/Perangkat Daerah yang saling
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

4. PETA RELASI BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN
Peta Relasi (Relationship Map) Bisnis Pemerintah Kota Madiun
adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja
pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting
untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam
mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang

ditentukan.
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B. TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
1. | Mewujudkan Proses MDN-10 | Perencanaan MDN-10.1 | Penyusunan Rencana Kerja MDN-10.1 Penyusunan
pemerintahan | Manajerial Pembangunan Pemerintahan Daerah Eenca.pat B Hega
. emerintahan
yang baik Daerah (RKPD) Daerah (RKPD)
MDN-10.2 | Penyusunan Kebijakan MDN-10.2 Penyusunan
Umnm dan An Kebijakan Umum
A ggaran (KUA) dan Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon dan Prioritas Plafon
Anggaran S tara (P Anggaran
58 SmentaraiiTEAS) Sementara (PPAS)
MDN-10.3 | Pengendalian dan Evaluasi MDN-10.3 Pengendalian  dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
MDN-10.4 | Penyusunan Rencana MDN-10.4 Penyusunan
Pembangunan J Rencana
&% angia Pembangunan
Menengah Daerah (RPJMD) Jangka Menengah
_ Daerah (RPJMD)
MDN-10.5 | Kajian  Penelitian dan | MDN-10.5 CFM 1 | Kajian Penelitian
Pembangunan dan Pembangunan
MDN-10.5 CFM 2 | Penyusunan
Dokumen Bidang
Ekonomi, Sosial,
Fisik dan Prasarana
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
Proses MDN-11 Pengelolaan MDN-11.1 | Pengembangan Karier MDN-11.1 Pengembangan

Manajerial Sumber Daya Karier
Manusia
MDN-11.2 | Penataan Jabatan MDN-11.2 Penataan Jabatan
MDN-11.3 | Pengembangan Kompetensi MDN-11.3 Pengembangan
Kompetensi
MDN-11.4 | Pembinaan Sumber Daya MDN-11.4 Pembinaan Sumber
Manusia (SDM) ?S*gﬁ) Mernsia
MDN-11.5 | Penilaian  Kinerja  dan MDN-11.5 Penilaian Kinerja
Kompensansi dan Kompensansi
Proses MDN-12 | Pengendalian | MDN-12.1 | Pengendalian dan | MDN-12.1 CFM 1 | Pengendalian dan
Manajerial dan Pengawasan Pengawasan
Pengawasan E:ﬁilgﬁlan
MDN-12.1 CFM 2 | Pembinaan

Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan

MDN-12.1 CFM 3

Pengendalian
Gratifikasi

MDN-12.1 CFM 4

Reviu Dokumen
Perencanaan,
Penyelenggaraan
dan Pelaporan
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Misi

Jenis
Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-12.1 CFM 5

Reviu Rencana Kerja
Pemerintahan
Daerah (RKPD)

MDN-12.1 CFM 6

Reviu Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)/ Rencana
Kerja Perubahan
Anggaran (RKPA)

MDN-12.2

Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah

MDN-12.2

Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah

Proses

Manajerial

MDN-13

Pengelolaan
Pemerintahan

dan Organisasi

MDN-13.1

Pengembangan
Kelembagaan
Daerah

Perangkat

MDN-13.1.CFM 1

Pengembangan
Kelembagaan
Perangkat Daerah

MDN-13.1.CFM 2

Pengembangan
Jabatan Perangkat
Daerah

MDN-13.2

Peningkatan
Ketatalaksanaan
Pelayanan Publik

dan

MDN-13.2.CFM 1

Peningkatan
Ketatalaksanaan

MDN-13.2.CFM 2

Peningkatan
Pelayanan Publik

MDN-13.3

Pengembangan
Perangkat Daerah

Kinerja

MDN-13.3

Pengembangan
Kinerja  Perangkat
Daerah
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode
Proses

Nama Proses

Kode Sub
Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-13.4

Pengembangan Kinerja

Pemerintahan

MDN-13.4 CFM 1

Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintahan

MDN-13.4 CFM 2

Kerja Sama
Pemerintah Daerah

Proses

Manajerial

MDN-14

Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

MDN-14.1

Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)

MDN-14.1 CFM 1

Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)

MDN-14.1 CFM 2

Penyusunan
Rancangan
Peraturan  Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)

MDN-14.1 CFM 3

Penyusunan
Anggaran Kas, Surat
Penyediaan  Dana
(SPD), Surat
Perintah Pencairan
Dana (SP2D)
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-14.2 | Penatausahaan dan MDN-14.2 Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
keuangan Daerah
MDN-14.3 | Penatausahaan dan | MDN-14.3 CFM 1 | Penatausahaan dan
Pemanfaatan Aset Pemanfaatan  Aset
Daerah
MDN-14.3 CFM 2 | Penatausahaan dan
Pemanfaatan  Aset
Perangkat Daerah
MDN-14.4 | Pengelolaan Pendapatan MDN-14.4 Pengelolaan
Daerah Pendapatan Daerah
Proses MDN-15 Pelayanan MDN-15.1 | Peningkatan Pelayanan | MDN-15.1 CFM 1 | Peningkatan
pendukung Administrasi Administrasi Pelayanan
; Administrasi
dan Kearsipan Kependudukan dan Kependudukan
Pencatatan Sipil
MDN-15.1 CFM 2 | Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Pencatatan Sipil
MDN-15.1 CFM 3 | Peningkatan

Pengelolaan Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan




Misi

Jenis

Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-15.1 CFM 4

Peningkatan
Pemanfaatan Data
Kependudukan

MDN-15.1 CFM 5

Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Keliling

MDN-15.2

Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

MDN-15.2

Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan  Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

MDN-15.3

Peningkatan Kapasitas
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)

MDN-15.3 CFM 1

Fasilitasi
Pengusulan dan
Pengangkatan
Anggota dan
Pimpinan DPRD

MDN-15.3 CFM 2

Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah

MDN-15.3 CFM 3

Rapat-rapat Alat
Kelengkapan Dewan

MDN-15.3 CFM 4

Kunjungan Kerja
Pimpinan dan
Anggota

MDN-15.3 CFM 5

Fasilitasi
Penyebarluasan
Informasi Kegiatan
DPRD
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No.

Misi

Jenis

Proses

Kode
Proses

Nama Proses

Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-15.4

Pengelolaan Kearsipan

MDN-15.4 CFM 1

Pengelolaan dan
Layanan Kearsipan

MDN-15.4 CFM 2

Pembinaan dan
Pengawasan
Kearsipan

MDN-15.4 CFM 3

Pengembangan
Perpustakaan dan
Pembudayaan
Kegemaran
Membaca

MDN-15.5

Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa

Pelayanan

MDN-15.5 CFM 1

Pengendalian
Administrasi
Pengadaan

Barang/Jasa

MDN-15.5 CFM 2

Penyusunan
Standar

Barang Kebutuhan
dari Standar

Harga

Kegiatan Konstruksi

MDN-15.5 CFM 3

Penyusunan Buku
Petunjuk
Operasional
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-15.6 | Pelayanan MDN-15.6 Pelayanan
Penandatanganan  secara Penandatanganan
elektronik Naskah Dinas secara Elektronik
Sekretaris Daerah Naskah Dinas
Sekretaris Daerah
Proses MDN-16 Pelayanan MDN-16.1 | Penyusunan Konten Lokal MDN-16.1 Penyusunan Konten
pendukung Informasi, dalam rangka Membangun Lokal dalam rangka
Rornunikasi. Citra Positif Pemerintah Membangun  Citra
Statistik, Daerah Positif Pemerintah
Keamanan i
MDN-16.2 | Penyelenggaraan Sistem MDN-16.2 Penyelenggaraan
Informasi dan Pemerintahan Berbasis Sistem
Aplikasi Elektronik Pemerintahan
Informatika Berbasis Elektronik
MDN-16.3 | Pengelolaan Opini, Aspirasi MDN-16.3 Pengelolaan  Opini,
dan Komunikasi Publik Aspirasi dan
Komunikasi Publik
MDN-16.4 | Pelayanan Informasi, MDN-16.4 Pelayanan
Dokumentasi dan Informasi,
Pengaduan Dokumentasi dan
Pengaduan
MDN-16.5 | Penyediaan Data Statistik MDN-16.5 Penyediaan Data

Sektoral

Statistik Sektoral
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-16.6 | Pengamanan Dokumen MDN-16.6 Pengamanan
dengan Tanda  Tangan Dokumen  dengan
Digital Tanda Tangan
Digital
MDN-16.7 | Pengamanan Jaringan MDN-16.7 Pengamanan
Informasi Teknologi (IT) Jaringan Informasi
Teknologi (IT)
MDN-16.8 | Pengamanan Pengiriman MDN-16.8 Pengamanan
Informasi Digital Pengiriman
Informasi Digital
MDN-16.9 | Pengamanan Dokumen MDN-16.9 Pengamanan
Digital Dokumen Digital
MDN-16.10 | Pengembangan Smart City MDN-16.10 Pengembangan
Smart City
Proses MDN-17 | Pembentukan | MDN-17.1 | Harmonisasi Produk MDN-17.1 Harmonisasi Produk
Pendukung Perundang- Hukum Daerah Hukum Daerah
undangan dan | MDN-17.2 | Publikasi Produk Hukum MDN-17.2 Publikasi Produk
Pelayanan Daerah Hukum Daerah
Hukum MDN-17.3 | Pemberian Bantuan Hukum | MDN-17.3 CFM 1 | Pemberian Bantuan

Hukum
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
2. | Mewujudkan Proses MDN-01 | Peningkatan MDN-01.1 | Peningkatan Pelayanan | MDN-01.1 CFM 1 | Pengelolaan Sarana
pembangunan Utama kualitas Moda Transportasi Umum Transportasi Wisata
Gratis
yang layanan
berwawasan infrastruktur
lingkungan
MDN-01.1 CFM 2 | Pengelolaan Sarana
Transportasi
Angkutan  Sekolah
Gratis
MDN-01.2 | Pelayanan Manajemen dan | MDN-01.2 CFM 1 | Pelaksanaan
Rekayasa Transportasi Manajemen dan
Rekayasa
Transportasi
MDN-01.2 CFM 2 | Penyediaan Marka
: Jalan
MDN-01.3 | Penyediaan dan MDN-01.3 Penyediaan dan
Pemeliharaan Infrastruktur Pemeliharaan
Jalan, Jembatan, Infrastruktur Jalan,
. Jembatan,
Saluran /Drainase dan Saluran/Drainase
Gedung dan Gedung
MDN-01.4 | Penyediaan dan | MDN-01.4 CFM 1 | Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan
Prasarana Perumahan dan Sarana  Prasarana
Perumahan dan

Permukiman

Permukiman
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses | Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-01.4 CFM 2 | Penyediaam Sarana
Prasarana
Permukiman
Penerangan Jalan
Umum (PJU)
Proses MDN-02 | Peningkatan MDN-02.1 | Pemanfaatan dan MDN-02.1 Pemanfaatan  dan
Utama Kualitas Pengendalian Tata Ruang Pengendalian  Tata
Ruang
Lingkungan
Hidup
MDN-02.2 | Pembinaan dan MDN-02.2 Pembinaan dan
: . Pengawasan  serta
Pengawasan serta Sinergi Sinergi Pemanfaatan
Pemanfaatan Ruang Ruang
MDN-02.3 | Penyediaan Ruang Terbuka MDN-02.3 Penyediaan Ruang
Hijau (RTH) Terbuka Hijau (RTH)
MDN-02.4 | Pengelolaan Sampah secara MDN-02.4 Pengelolaan Sampah
Berkelanjutan
MDN-02.5 | Pengendalian Pencemaran | MDN-02.5 CFM 1 | Pengendalian
Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

MDN-02.5 CFM 2

eningkatan dan

Pengendalian
Kualitas Sumber
Daya Alam dan

Lingkungan Hidup




-14 -

No.

Misi

Jenis

Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub
Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

Meningkatkan
Kualitas
Hidup
Masyarakat
Kota Madiun

Proses

Utama

MDN-03

Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Masyarakat

MDN-03.1

Peningkatan Harapan Lama
Sekolah

MDN-03.1

Peningkatan
Harapan Lama
Sekolah melalui
Bantuan Beasiswa
Mahasiswa

MDN-03.2

Peningkatan Kualitas

Manajemen Sekolah

MDN-03.2 CFM 1

Sertifikasi Guru

MDN-03.2 CFM 2

Akreditasi
Non Formal

Lembaga

MDN-03.2 CFM 3

Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)
Online

MDN-03.2 CFM 4

Peningkatan Ujian
Nasional (UN)/Ujian
Sekolah Berstandar
Nasional (USBN)

MDN-03.3

Pengembangan Layanan

Pendidikan Anak Usia Dini

MDN-03.3

Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)

MDN-03.4

Pengembangan
Pendidikan Inklusif

Layanan

MDN-03.4

Pengembangan
Layanan Pendidikan
Inklusif
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
Proses MDN-04 | Peningkatan MDN-04.1 Peningkatan Akses serta | MDN-04.1 CFM 1 Pembiayaan
Utama Derajat Kualitas Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan Terpadu Kesehatan bagi
Masyarakat Penerima Bantuan

Iuran (PBI) Daerah

MDN-04.1 CFM 2

BOK UKM Sekunder
Kesehatan

Masyarakat
(Penanganan Gizi
Buruk)

MDN 04.1 CFM 3 BOK UKM Sekunder
Pencegahan dan
Pengendalian

Penyakit (Kesehatan

Jiwa)

MDN 04.1 CFM 4

Penanganan Anemia
Rematri

MDN 04.1 CFM 5

Penanganan Kasus
Ikutan
Imunisasi

Kejadian
Pasca
(KIPI)
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN 04.1 CFM 6

Penanganan Kasus

Acute Flacid

Paralysis (AFP)

MDN-04.2

Peningkatan Sumber Daya

dan Informasi Kesehatan

MDN-04.2 CFM 1

Pembinaan Keluarga
Siaga

MDN-04.2 CFM 2

Pelatihan Tenaga
Kesehatan dan/atau
Tenaga Administratif
pada Fasilitas
Kesehatan  Badan
Penyelenggara
Jaminan
(BPJS)

Sosial

MDN-04.3

Peningkatan
Upaya

Promosi,
kesehatan

Masyarakat dan
Lingkungan

MDN-04.3 CFM 1

Sosialisasi
Kesehatan
Reproduksi Remaja

MDN-04.3 CFM 2

Promosi Kesehatan
melalui Media
Pemerintah Kota
Madiun

MDN-04.4

Kesehatan
Primer dan Rujukan

Peningkatan

MDN-04.4 CFM 1

Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Klinik /Puskesmas

MDN-04.4 CFM 2

Pengadaan Obat dan
Pelayanan
Kefarmasian |
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode
Proses

Nama Proses

Kode Sub
Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-04.4 CFM 3

Pengadaan Alat
Kesehatan (DAK)

MDN-04.4 CFM 4

Pembangunan atau
Rehab Gedung dan
Bangunan Rumah
Sakit

MDN-04.4 CFM 5

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Penunjang
Pelayanan

(Alat Kesehatan)

MDN-04.4 CFM 6

Pengadaan  Biaya
Operasional dan
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)

MDN-04.4 CFM 7

Pengadaan Sarana
Prasarana dan Alat
Kesehatan

MDN-04.5

Peningkatan Advokasi dan
Penggerakan Program
Bangga Kencana dan
Penguatan Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk

MDN-04.5

Pembentukan dan
Pengembangan
Kampung Keluarga
Berencana
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-04.6 | Peningkatan Akses dan | MDN-04.6 Pelayanan,
. Pemasangan Medis
Kualitas Penyelenggaraan Operasi (MO), Intra
Keluarga Berencana dan Uterine Device (IUD),
: Implan dan
Kesehatan Reproduksi Pencabutan Implan
(KBKR) yang Komprehensif
MDN-04.7 Peningkatan Ketahanan | MDN-04.7 Pembinaan dan
: Pendampingan
dan Kesejahteraan Keluarga Kelompok Usaha
yang Holistik dan Integratif Peningkatan
. . Pendapatan
sesuai Siklus Hidup, serta Keluarga Sejahtera
menguatkan Karakter (UPPKS)
Keluarga
Proses MDN-05 | Peningkatan MDN-05.1 Pembangunan Manusia | MDN-05.1 Pembangunan
Utama Pemberdayaan Berbasis Gender Manusia  Berbasis
Gender
Gender
4. | Mewujudkan | Proses MDN-06 | Penurunan MDN-06.1 | Peningkatan Jaringan | MDN-06.1 CFM 1 Kemudahan Akses
Kemandl.nan Utama Tingkat Tenaga Kerja Ketenagakerjaan
Ekonomi dan
Memeratakan pengangguran
Tingkat Terbuka
;ﬁ::lfiian MDN-06.1 CFM 2 | Mempermudah
¥ . Akses Lapangan
Kota Madiun

Pekerjaan
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
Proses MDN-07 | Peningkatan MDN-07.1 Peningkatan Kondusifitas | MDN-07.1 CFM 1 Peningkatan
Utama Pertumbuhan Iklim Berinvestasi Investasi Daerah
dan MDN-07.1CFM 2 | Promosi dan
Perkembangan Kerjasama Investasi
) MDN-07.1 CFM 3 Sosialisasi
Ekonomi Peraturan
Penanaman Modal
MDN-07.1 CFM 4 Workshop Laporan
Kegiatan
Penanaman Modal
(LKPM)
MDN-07.1 CFM 5 Proses Perizinan
yang Berbasis
Pelanggan
MDN-07.2 | Pengembangan Kebudayaan | MDN-07.2 CFM 1 Pelestarian Budaya

yang Berbasis Kearifan
Lokal untuk Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat

dan Seni

MDN-07.2 CFM 2

Penyelenggaraan
Festival Seni

MDN-07.2 CFM 3

Fasilitasi
Perkembangan
Keragaman Budaya

MDN-07.2 CFM 4

Revitalisasi  Cagar
Budaya

MDN-07.2 CFM 5

Peningkatan
Prestasi Pemuda
dan Olahraga

MDN-07.2 CFM 6

Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-07.2 CFM 7

Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan, Prestasi
dan Rekreasi

MDN-07.2 CFM 8

Pemberdayaan dan
Pengembangan
Pemuda dan
Organisasi
Kepemudaan

MDN-07.3

Peningkatan Kontribusi
Sektor Unggulan dalam

Perekonomian

MDN-07.3 CFM 1

Mempermudah
Akses Arus
Perdagangan

MDN-07.3 CFM 2

Pengembangan
Sektor Pariwisata

MDN-07.3 CFM 3

Pelaksanaan
Promosi Pariwisata
Nusantara di Dalam
Negeri

MDN-07.3 CFM 4

Pengembangan
Ekonomi Digital
Masyarakat

MDN-07.4

Peningkatan Produktifitas
dan Daya Saing Usaha
Mikro dan Koperasi

MDN-07.4 CFM 1

Mempermudah
Akses Permodalan
Usaha Mikro Kecil

dan Menengah
(UMKM) daI_1
Industri Kecil

Menengah (IKM)
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Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi
MDN-07.4 CFM 2 Mempermudah
Akses Industri
Rumah Tangga (IRT
MDN-07.5 | Peningkatan Kualitas dan | MDN-07.5 Mempermudah
Kuantitas Ketersediaan Keteraediaan
Pangan
Pangan
Proses MDN-08 | Pengurangan MDN-08.1 | Pemberian Subsidi  Air | MDN-08.1 Pemberian  Subsidi
B . . Air Bersih  bagi
K
Utama emiskinan Bersih bagi Masyarakat Masyarakat kurang
kurang Mampu Mampu
MDN-08.2 | Pemberian Bantuan | MDN-08.2 Pemberian Bantuan
. Permakaman  bagi
Permakaman bagi Masyarakat Tak
Masyarakat Tak Berdaya Berdaya
MDN-08.3 | Pemberian Subsidi Bahan | MDN-08.3 Pemberian Subsidi
Kebutuhan Pokok Bahan ~Kebutuhan
Pokok
Proses MDN-09 | Peningkatan MDN-09.1 | Peningkatan Masyarakat | MDN-09.1 Pemberdayaan dan
- . Evaluasi Masyarakat
Utama Stabilitas yang Tertib dan Patuh dalam Peningkatan
Kehidupan terhadap Peraturan Keamanan dan
. Kenyamanan
S .
osial Peundang-undangan Lingkungan
Masyarakat MDN-09.2 | Peningkatan Keamanan dan | MDN-09.2 CFM 1 Penertiban
Ketertiban  Umum

Ketertiban

dan Ketentraman
Masyarakat
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode
Proses

Nama Proses

Kode Sub
Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-09.2 CFM 2

Operasi Penegakan
Peraturan  Daerah
dan Peraturan

Walikota

MDN-09.2 CFM 3

Pembinaan
Pelanggaran
Peraturan  Daerah
dan Peraturan

Walikota

MDN-09.2 CFM 3

Pengamanan

MDN-09.3

Penguatan Peran
Masyarakat dalam

Membangun Kerukunan

MDN-09.3 CFM 1

Kegiatan Pemerintah
Penyelenggaraan
Forum Kerukunan
Umat Beragama
(FKUB)

MDN-09.3 CFM 2

Peningkatan
Toleransi
Kerukunan
Beragama

MDN-09.3 CFM 3

Pembinaan
Kerukunan Antar
Ras Suku, Adat dan

Budaya Daerah
MDN-09.3 CFM 4 Pembinaan dan
Pelatihan Bela
Negara
MDN-09.3 CFM 5 Pembinaan dan
Penguatan  Forum
Pembauran

Kebangsaan
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No.

Misi

Jenis
Proses

Kode

Proses

Nama Proses

Kode Sub
Proses

Nama Sub Proses

Kode Lintas
Fungsi

Nama Lintas
Fungsi

MDN-09.3 CFM 6

Pemantauan
Ketahanan dan
Kebijakan Strategis

MDN-09.3 CFM 7

Penyelenggaraan
Pendidikan  Politik
bagi Masyarakat

MDN-09.3 CFM 8

Pos Pemantauan
Pemilu Tahun 2024

MDN-09.3 CFM 9

Pembinaan
Manajemen  Partai
Politik (Parpol) dan
Organisasi
Masyarakat (Ormas

MDN-09.4

Peningkatan Mitigasi Risiko

dan Ketangguhan Bencana

MDN-09.4 CFM 1

Penyelenggaraan
Kesiapsiagaan
Bencana

MDN-09.4 CFM 2

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Evakuasi Penduduk
dari Ancaman
Bencana Alam

MDN-09.4 CFM 3

Pemantauan dan
Penyebarluasan
Informasi Potensi
Bencana

MDN-09.4 CFM 4

Penyuluhan tentang
Pencegahan dan
Penanggulangan
Bencana Alam
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No. Misi Jenis Kode Nama Proses Kode Sub Nama Sub Proses Kode Lintas Nama Lintas
Proses Proses Proses Fungsi Fungsi

MDN-09.4 CFM 5 Mitigasi
Penanggulangan
Bencana

MDN-09.4 CFM 6 Peningkatan
Sumber Daya Alam
dan Kerjasama
Satuan Polisi

Pamong Praja dan
Pemadam
Kebakaran

MDN-09.4 CFM 7

Pencegahan dan
Pelatihan
Penanggulangan
Bencana Kebakaran

MDN-09.4 CFM 8

Operasi dan
Evaluasi
Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
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C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KOTA MADIUN

— Proses Utama L
OUTPUT
Pelaporan
. MDN-01 MDN-02 MDN-03 MDN-04 MDN-05 Pemkmzann
Eembecian Peningkatan Kualitas | | Peni Kualitas Peni Kualitas Peningkatan Derajat Peningkatan Kebijakan/
Kebijakan / Layanan Infrastuktur L Hidup Pendidiian Masyarskat | | Keschatan Masyarakat | | Pemberdayaan Gender R Kementerian/
Kementerian/ regulasi > Jrbingn
Lembaga Pelaporan
eria MDN MDN MDN Pelaksanaan
l??‘t:ak' / Pmurunan%glm gkt MDN-08 Puﬁngkamn-qs?abnm l:ebijakan/
ebijakan Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan Kehidupan Sosial Regulasi .
regulasi Pengangguran Terbuka Perkembangan Ekonomi Muﬁmm
Provinsi
Provinsi
4 A Pertanggung
Pokok i Jawaban
.o. Pelaksanaan
Plkimn Proses Manajerial Pembanguna.
MDN-10 MDN-11 MDN-13 MDN-14 Pertanggung
Pi;u'ng:cmmn elolaan Mn%ﬂl-i% dmn Punpqgebmdrm ngelole.an Jawaban
angunan Sumber Daya i erintahan Kmnngn an Program dan
Vis Misi Daerah Manusia Organisasi Aset Daerah Kegiatan ‘
Wali Kota
v v
Regulasi Instansi Vertikal
Instansi Vertikal
Proses Pendukung
Permintaan Kemudahgn
Kemudahan & = MDN-16 ) - Investasi -
Investasi MDN- elayanan Informasi, MDN- vestor
Investo Pelayanan Administrasi Komunikasi, Statistik, Pembentukan
- “dan Kearsipan Keamanan Informasi Pﬂ'undang-undm
dan Aplikasi Informatika dan Pelayanan H e Heniikais
Permintaan Pelayanan
Pelayanan Publik
Masyarakat
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BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KOTA MADIUN

Pokok
Pikiran LKPJ DPRD
DFRD " PETA SUB PROSES Layanan
Ct;rpo;t;te Pendidikan
o 5 bagi MDN-03
Respoc?;;btlﬁy . MDN 0 ]' Masyarakat Peningkatan Kualitas
. oR Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur > Pendidikan
Pihak Swasta » - Masyarakat
Meningkatnya
Usulan el
Kebutuhan MDN'O 1.1 MDN'O 1 '2 i s Pihak Swasta
Mninhat - e Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Manajemen
. . T .
P Mode Transportasi Umum dan Rekayasa Transportasi TR T
enawaran masyarakat Peningkatan
Pihak Ketiga Bamg/dm: Derajat kezﬁtan
. MDN-01.3 MDN-01.4 | e
o Penyediaan dan Pemeliharaan Penyediaan dan Pemeliharaan v MDN-07
MDN-10 sampai | Manajerial | Infrastruktur Jalan, Jembatan, Sarana Prasarana Perumahan dan Perekonomian Penirl;glzatm:ll
dengan MDN-14 d : . Pertumbuhan dan
Saluran/Drainase dan Gedung Permukiman Bechradurgan
Ekonomi
Sebagai
Proses Sebagai Bahan
MDN-15 sampai | Pendukung Evaluasi
dengan MDN-17 ' .| MDN-10 sampai
"| dengan MDN-14




Pokok LKPJ
Pikiran PETA SUB PROSES
DPRD > > DPRD
. MDN-02 .
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Corporate
Social - v
Responsibility MDN-02.1 MDN-02.2 R i MDN-0%
(CSR) Pemanfaatan dan Pembinaan dan _ M
Pihak Swasta > Pengendalian Tata Ruang Pengawasan serta Sinergi e Derajat
emanfaatan Ruang Kesehatan
Masyarakat
Penyampaian
Isu MDN-02.3 MDN-02.4 PE—
Kexauiiiiss Lingkungan Penyediaan RuanEI Pengelolaan Sampah Nilai
Peduli > Terbuka Hijau (RTH) Secara Berkelanjutan Perusahaan
Lingkungan » Pihak Swasta
Penawaran '
Barang/Jasa MDN-02.5 &ﬂ;sm
(] arian
R Prgtnd ({0 B atncan (e .
Li Komunitas Peduli
ingkungan "|  Lingkungan
Sebagai
Proses
MDN-10 Manajerial
sampai dengan
MDN-14 Sebagai
Bahan
Evaluasi i
: MDN-10 sampai
ot * dengan MDN-14
MD_N' 15 Pendukung
sampai dengan >
MDN-17




PETA SUB PROSES

MDN-03
Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kebijakar‘; /
Kementerian| <
Pendidikan
s Kebijakan/
Pemerintah Regulasi
Provinsi
Pendidikan
Kel
Masyarakat nE
Akses Layanan
Pendidikan
MDN-01 .
Peningkatan Tegangiay
Kualitas EE——
Pelayanan g
Peningkatan
Insfrastruktur Kualitas
Kesehatan
MDN-04 Pendidikan
Peningkatan Masyarakat
Derajat ——"
Kesehatan
Masyarakat
Penyedia
Pihal v B
Ketiga arang/Jasa
Sebagai Proses
MDN-10 sampai | Manajerial
dengan MDN-14
Sebagai Proses
MDN-15 sampai | _Pendukung

dengan MDN-17

MDN-03.1 MDN-03.2
Peningkatan Harapan Lama Peningkatan Kualitas
Sekolah Manajemen Sekolah
MDN-03.3 MDN-03.4
Pengembangan Layanan Pengembangan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Inklusif

osposan Kementerian
Pendidikan
Laporan Pemerintah
Provinsi
Layanan
Pendidikan
Masyarakat
Pendidikan
Berbasis
Ptnga:usutamaan M_DN'05
Gender Peningkatan
Pemberdayaan
Gender
Tersedia
Sumber Daya
Manusia
dengan
P"'.‘g'ndﬂ‘.a“ Penurunan
® Tingkat
Pengan ran
erb%ﬁ:\
Sebagai
Bahan
Evaluasi

MDN-10 sampai
dengan MDN-14
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PETA SUB PROSES

MDN-04
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

MDN-04.1
Peningkatan Akses serta Kualitas
Pelayanan Kesehatan Terpadu

MDN-04.2
Peningkatan Sumber Daya dan
Informasi Kesehatan

MDN-17

Kementerian/ .
Kebijakan/
Lembaga R céulasi
Pemerintah | Kebijakan/
Provinsi Regulasi
EEEE——
Badan Kerja sama
Penyelenggara
Jaminan |———»
Sosial
Akses
layanan
kesehatan
MDN-01 terjangkau
Peningkatan | masyarakat
Kualitas >
Layanan
Infrastruktur
Lingkungan
MDN-02 bersih dan
Peningkatan nyaman
Kualitas +—————»
Lingkungan
Hidup
Sebagai Proses
MDN-10 sampai| " enaerial
dengan MDN-14
Sebagai Proses
MD,N‘ 15 Pe::gdukung
sampai den f=———r——F

MDN-04.3
: : MDN-04.4
Peningkatan Promosi, Upaya . .
Kesehatan Masyarakat dan Penmgka;claann Ié?fllll;t::n Primer
Lingkungan j
MDN-04.6

MDN-04.5
Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program
Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi
Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan
Sinkronasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Peningkatan Akses dan Kualitas
Penyelenggaraan Program Keluarga
Berencana dan Kesehatan Rerpoduksi
(KBKR) yang Konprehensif

MDN-04.7
Peningkatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga yang holistik
dan integratif sesuai Siklus Hidup,
serta menguatkan Pembentukan
Karakter di Keluarga

Laporan |Kementerian/
Lembaga
Laporan Pemerintah
»  Provinsi
Pembayaran
Jaminan Badan
Kesehatan Penyelenggara
- aminan
|___Kesehatan |
Layanan
Kesehatan
» Masyarakat
Peningkatan
Kualitas
Kesehatan
Pendidikan
Masyarakat MDN-03
Peningkatan
Kualitas didikan
Masyarakat
Sebagai
Bahan :
Evaluasi | MDN-10 sampai

dengan MDN-14
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PETA SUB PROSES

MDN-05
Peningkatan Pemberdayaan Gender

Kebijakan/
Kementerian Regload
/Lembaga
. Kebijakan/
Pemerintah Regulasi
Provinsi
Instansi RO
Vertikal
Pendidikan
Berbasis
Pengarusutamaan
MDN-03 Gender
Kualitas
Masyarakat
Sebagai Proses
MDN-10 sampai | _ Manajerial
dengan MDN-14 i
Sebagai Proses
MDN-15 sampai | Pendukung
dengan MDN-17

MDN-05.1
Pembangunan Manusia berbasis Gender

Laporan .
Kementerian
'| /Lembaga
Laporan .
Pemer_mtz:lh
"I Provinsi
Partisipasi
Dukungn Instansi
" Vertikal
Kesetaraan
Gender dalam MDN-09
Pembsngumia Stabilitas
Kehidupan Sosial
Masyarakat
Kesetaraan
Gender dalam MDN-07
Peningkat&n
) e
m
I~31n'.um::1n&En
Sebagai
Bahan .
Evaluasi MDN-10 sampai

A

dengan MDN-14
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Kebijakan/
Kementerian/ Regulasi PETA SUB PROSES
Lembaga ]
MDN-06
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kebijakan/
Pemerintah Regulasi
Provinsi 0
MDN-06.1
K?c‘;gj*:“ Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja
Perusahaan >
Kemudahan
Transaksi
dan Pinjaman
Lembaga Modal Usaha
Keuangan
Tersedia
Sumber Daya
Manusia
dengan
alifikasi
Kualitas Theg >
Pendidikan
Masyarakat
Sebagai Proses
MDN-10 sampai Manajerial
dengan MDN-14
Sebagai Proses
MDN-15 sampai | Pendukung

dengan MDN-17

Laporan .
Kementerian/
"| Lembaga
Laporan )
Pemer}ntz_ah
Provinsi
Penghasilan
Masyarakat MDN-07
Meningkat Peningkatan
Pertumbuhan dan
Perkem
Ekonomi
Pemenuhan
Pekerja yang
Kompeten
» Perusahaan
Peningkatan
Kredit
Perbankan Lembaga
"| Keuangan
Sebagai
Bahan o
Evaluasi | MDN-10 sampai

A

dengan MDN-14
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Kebijakan
orerd PETA SUB PROSES Laporan | wementerian/
Kementerian/ - Lembaga
Lembaga MDN-07
Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Kebijakan / Laporan .
Regulasi = Pemer;.ntg.h
Pemerintah - MDN-07.2 Provinsi
Provinsi MDN-07.1 Pengembangan Kebudayaan yang
Peningkatan Kondusifitas Iklim Berbasis Kearifan Lokal Untuk
Berinvestasi Peningkatan Kualitas Hidup Jaminan
Menamamkan Masvarakgt Kepastian
I tor e - e Investor
nves >
MDN-07.4
Lol A Peni tan Produktifitas d
PV Peningkatan Kontribusi Sektor Dglzgcls{:j:nu ghu M.:;-ac.)s daezl1n Pemberian
Transalksi Unggulan Dalam Perekonomian ¥ € L8arta W et leiiany
dan Pinjaman KoperaSl Fasl?ll:asi
Lembaga Modal Usaha Promici
Keuangan » Pelaku Usaha
MDN-07.5
Kebutuhan Peningkatan Kualitas dan o
" - ingkatan
. Kuantitas Ketersediaan Pangan Kredit
Pelaku Usaha Perbankan Lembaga
Keuangan
Penghasilan
MDN-01 Masyarakat
Peningkatan Meningkat
Kualitas Layanan > .
Peningkatan
Infrastruktur o ot
Penghasilan Masyarakat 5 MDN-08
_ Masyarakat + engurangan
pefagkgfan Meningkat Kemiskinan
Pertumbuhan dan -
Perkem an
Ekono:
Sebagai Perekonomian -
Proses yang Peh:flll?lN 2.?&11
MDN-10 sampai| _Manajerial Kandusif Stabilitas
dengan MDN-14 i Kehidupan Sosial
as’ aka |
Sebagai
Proses Sebagai
R Pendukung Bahan
MDN-15 sampai ;
i Evaluasi | MDN-10 sampai
dengan MDN-17 ___Evaluasi | e MDN-pl4
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Kebijakar!/
Kementerlan/| PETA SUB PROSES
Lembaga
MDN-08
Pengurangan Kemiskinan
Kebijakan /
P " Regulasi
emerin
Provinsi MDN-08.1 MDN-08.2
Penyaluran Subsidi Air Bersih Bantuan Pemal ' an bagi
bagi Masyarakat Kurang Masyarakat Tak B's:rclaye%1
Kerja sama Mampu
Perusahaan ol
Daerah Air Minum =
Megy"dim“ MDN-08.3
Kebutuhsn Penyediaan Subsidi Harga
Pokok
Penyedia Bahan Kebutuhan Pokok
Peningkatan
MDN-07 Ekonomi
Peningkatan Masyarakat
Pertumbuhan dan
Perkembangan
Ekonomi
Sebagai
Proses

MDN-10 sampai
dengan MDN-14

Manajerial

MDN-15 sampai
dengan MDN-17

Sebagai
Proses
Pendukung

>

Laporan !
Kementerian/
Lembaga
Laporan i
Pemerintah
i Provinsi
MDN-07
e Peningkatan
» Pertumbuhan dan
Perkemban
Ekonomi
Laporan
Perusahaan
"| Daerah Air Minum
Pembayaran
Penyedia
Tercukupinya
Bahan
Kebutuhan
Pokok dan
Air Bersih Bersubsidi
» Masyarakat

Sebagai
Bahan
Evaluasi

MDN-10 sampai

dengan MDN-14
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Kebijakan/
Kementerian/| Regulasi
Lembaga
Kebijakan/
Regulasi
Pemerintah -
Provinsi Operasi
Ketertiban
dan
Ketentraman
TNI/POLRI |____Oabungan |

Penyelenggaraan
Event

oo

Laporan

Instansi Swasta

PETA SUB PROSES
MDN-09
Peningkatan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat
MDN-09.1
Peningkatan Masyarakat yang Peni gkalragpﬁog'z d
tertib dan patuh terhadap i Ket r;zmanan i

Peraturan Perundang-undangan i

MDN-09.3 MDN-09.4

Penguatan Peran Masyarakat
Dalam Membangun Kerukunan

Peningkatan Mitigasi Risiko dan
Ketangguhan Bencana

Penyelenggaraan
Event
Instansi Swasta -
Tokoh Agama/ Aspirasi
Tokoh Masyarakat
Kesetaraan
Gender dalam
MDN-05 Pembangunan
Peningkatan =
Pemberdayaan i
Gender
Kesejahteraan
Masyarakat
MDN-07 Yang merata
Pengurangan -
Kemiskinan

Sebagai

MDN-10 sampai
dengan MDN-14

Proses
Manajerial

Sebagai

MDN-15 sampai

dengan MDN-17

Proses
Pendukung

Kementerian/
"| Lembaga
Laporan .
Pemerintah
"| Provinsi
Sosialisasi
dan
Koordinasi Tokoh Agama/
| Tokoh Masyarakat
Pembinaan dan
Pemantauan
Pemili s2
emilihan Umum | partai Politik
Pembayaran
» Penyedia
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat
Masyarakat
Sebagai
Bahan .
Evaluasi MDN-10 sampai
dengan MDN-14
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PETA SUB PROSES

MDN-10
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana
Pembangunan
Pemerintah Nasional _
Pusat i
Rencana MDN-10.2
Pembangunan MDN-10.1 Penyusunan Kebijakan Umum
) Provinsi n un R : Anggaran Pendapatan Belanja
Pemerintah 4 I;;imyéls. anD er;?‘in&;{;%a Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon
Provinsi rintah Dae ) Anggaran Sementara (PPAS)
Visi Misi
Wali Kota > MDN-10.3 MDN-10.4
P dali - d . Eval . Penyusunan Rencana
S P:ngen anp anb VA Jan. Pembangunan Jangka
al:?ea engar rencanaan rembpangunan Meneng&h Daerah
ndapat
DPRD
STICTS Penguatan
Pengelol Tugas Fungsi
Pemerintahan >
- . MDN-10.5
Kajian, Penelitian dan
Fasilitasi dan
e Pembangunan
Pihak Ketiga
Fasilitasi
MDN-17 Penyusunan
Pembentukan | Produk Hukum
&d:unndm -
un gan dan
Pilln ':n Penyediaan
Sistem
Informasi
MDN-16 Perencanaan
Pelayanan Informasi, dan
Komunikasi, | Pembangunan |
Statistik, Keamanan
Informasi dan

Aplikasi Informatika

Evaluasi
Rencana
Pembangunan Pemerintah
i Provinsi
Penetapan
Rencana
Pembangunan
» Wali Kota
Penetapan
Nota
Kesepahaman
dan
P
eng_esahan - DPRD
Publikasi
MDN-17
P;oduk i Pembentukan
erencanaan Perund -
* undangan dan
Pelayanan
Hukum
MDN-13
Penyusunan SAKIP Pengelolaan
* Pemerintahan

dan Organisasi

Dasar
Penyusunan MDN—II:
aran Pengelolaan
Ange » Keuan dan
Aset Daerah
Dokumen
Perencanaan MDN-01
Pembangunan sampai
s dengan
MDN-09
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PETA SUB PROSES

MDN-11
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Regulasi "
Pusat
MDN-11.1
Penyelenggaran Pengembangan Karier
Pendidikan dan
y Pelatihan
Badan Diklat >
_ MDN-11.2
Pemberian
Sosialisasi dan Penataan Jabatan
Pelgrnermtah Konsultasi Regulasi
OV1Nnsi
—_— MDN-11.3
Pembina Pengembangan
K i -
Wali Kota SRy — Kompetensi
Hasil Anjab,
ABK, MDN-11.4
MDN-13 e"salK‘;ﬁJabsaﬁ.n’ Pembinaan Sumber
Pengelolaan i . :
Pemerintahan > Daya Manusia

dan Organisasi

MDN-12
Pengendalian
dan Pengawasan

Pengawasan
Akuntabilitas

MDN-11.5
Penilaian Kinerja dan

Y

Kompensasi

Pengajuan verifikasi
dan Persetujuan formasi

CPNS serta persetujuan
pemberian TPP Pemerintah
" Pusat
Pengajuan
Validasi
wee Pemerintah
”|  Provinsi
Pengangkatan,
pemindahan
dan pemberhentian
it » Wali Kota
Pembinaan MDN-12
Aparatur Pengendalian
» dan
Pengawasan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan MDN-01
sampail
N dengan
MDN-09
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PETA SUB PROSES

MDN-12
Pengendalian dan Pengawasan

MDN-12.1
Pengendalian dan Pengawasan
Pengelolaan Keuangan

MDN-12.2
Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah

Kontrol
Bosial Masyarakat
Pengawasan
; Badan
d?‘nt Auflt Pengawasan
ntern ggu%ngan ggg
mban
(BPI‘&l’ll
Auditor
Eksternal BPK
Buda.ya. MDN-11
Kerja Pengelolaan

Sumber Daya

MDN-12.3
Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan

Pengaduan
Masyarakat
Masyarakat -
Pemberian
Sosialisasi/
Konsultasi
Sistem
Badan pengendalian
Pengawasan Intern
Keuangan dan =
Pemb%nan
(B
N-11 Pembinaan
Pen%elolaan Aparatur =
Sumber Daya o
Manusia
Reviu
Dokumen
MDN-14 -
Pengelol Penganggaran o
Keu an dan g
Aset Daerah
Reviu
MDN-10 Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan -
Daerah
Reviu
Dokumen
MDN-13 Laporan
Pengelolaan Kinerja -
Pemerintahan

dan Organisasi

usia
Hasil Reviu Man
Dokumen MDN-13
Laporan Kinerja Pengelolaan
= Pernerintahan‘
Pelaporan
Gratifikasi KPK
Hasil Reviu
Keuangan dan MDN-14
Aset Daerah Pengelolaan
Keu an
Aset Daerah
Hasil Reviu
Dokumen P NDN-loan
Perencanaan erencana
dan
Pembangunan
Dokumen L Daerah |
Perencanaan MDN-01
Pembangunan sampai

dengan
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PETA SUB PROSES

MDN-13
Pengelolaan Pemerintahan dan Organisasi

Kementerian/ Pembfclzﬁ.i;aigmsu Pelaporan dan Kementerian/
S e MDN-13.1 Evaluasi Lembaga
Pengembangan
Kelembagaan Perangkat
Daerah
Pemerintah | ™"oujacan el e
Provinst MDN-13.2
Peningkatan Ketata
Laksanaan dan Pelayanan
MDN-01 s.d. [PehanPeaporas can il MDN-01 s.d.
MDN-09 R Proses Manajerial MDN-09
MDN-13.3
Pengembangan Kinerja
e Buhan Pelaporan dan Perangkat Daerah
N . masukan manajerial MDN-15 s.d.
MDN-17 > Proses Manajerial | MDN-17
MDN-13.4
Pengembangan Kinerja
Pemerintahan
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PETA SUB PROSES

MDN 14
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
MDN-10 Penyusunan
Perencanaan dan Anggaran
Pembangunan >
Daerah
Penyediaan
MDN-16 Server dan
Pelayanan Informasi, Intranet

Komunikasi, Statistik,
Keamanan Informasi dan
Aplikasi Informatika

.
.

MDN-12
Pengendalian dan
engawasan

Hasil Reviu
Keuangan
dan
Aset Daerah

MDN-14.1
Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah

MDN-14.2
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

MDN-14.3
Penatausahaan dan
Pemanfaatan Aset

MDN-14.4
Pengelolaan Pendapatan
Pajak Daerah

Audit
Eksternal BPK
Daftar
Informasi MDN-16
yang tidak Pelayanan Informasi,
d.lkecuallka.n > Komunjkﬂsi. Statistik.
Keamanan Informasi dan
Aplikasi Informatika
Dokumen -
Perencanaan MDN‘iOl sampai
Pembangunan engan
¥ MDN-09
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PETA SUB PROSES

MDN-15
Pelayanan Administrasi dan Kearsipan

Permintaan
e A Pelayanan
Administrasi P 5
Kependudukan Admxmsdtrasx
Masyarakat - Kependudukan » Masyarakat
MDN-15.1 MDN-15.2 ,
: ; Peresmian dan
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Pengangkatan
Pef;;‘;i’:fm Administrasi Kependudukan | |Kedinasan Kepala Daerah dan Anggota DPRD eaml
- Anggota DPRD dan Pencatatan Sipil Wakil Kepala Daerah
Roaanan Wali Kota dan
i a
Reciapsen > Walil Wali
Kebutuhan Kota
Wali Kota dan Kedinasan . MDN-15.3
Wi S Sote Fasilitasi Pengusulan dan Pelayanan
Pengangkatan Anggota dan MDN-15.4 . Kedinasan | Ry—
R . Pengelolaan Kearsipan o
Pimpinan Dewan Perwakilan
Kebutuhan Rakyat Daerah Pelayanan
Kedi Administrasi
DPRD sdingsan > Penandatanganan MDN-17
Naskah Produk Hukum Pembentukan
Perundang-
"| undangan
Pelayanan
"Gl MDN-15.6 —
MDN-16 Sistem DN- A
Pelayanan Informasi, Informasi MDN-15.5 Dokumen
Komunikasi, Administrasi Pelevanan Adminiateaal Pelayanan Penandatanganan Perencanaan MDN-01
Statistik, Keamanan § Y secara elektronik Naskah Pembangunan sampai
Informasi dan Pengadaan Barang/Jasa : A »  dengan
Aplikasi Informatika Dinas Sekretaris Daerah MDN-09
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PETA SUB PROSES

MDN-16

Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan Informasi dan Aplikasi Informatika

Pemerintah Regulasi
Pusat
Permintaan
Informasi
Masyarakat >
Materi
MDN-01 s.d. | Publikasi
MDN-09
MDN-17 Materi
Pembentukan Publikasi
Pgrund - »
undangan dan
Pelayanan Hukum
Publikasi
. Berita
Media Masa >
Penyediaan
Jasa

Internet (Internet

Service Provider)

¥

Evaluasi
SPBE
MDN-16.1 MDN-16.2 dan PPID ; Pemerintah
Penyusunan konten lokal Penyelenggaraan Sistem Pe . )
dalam rangka membangun citra Pemerintahan Berbasis ﬂ::;ﬁfn
positif Pemerintah Daerah Elektronik Pembangunan
» Masyarakat
MDN-16.3 MDN-16.4 e ormasi
Pengelolaan opini, aspirasi dan Pelayanan Informasi, P‘:;?;;}:‘:; dan Perercggéig dini
komunikasi publik Dokumentasi, dan Pengaduan > Pemrl)aang%nan
aera
Penyedia
} Aplikasi MDN-11
-MDN 16.5 o MDN-16.6 Kepegawaian Pengelolaan
Penyediaan Data Statistik Pengamanan Dokumen dengan »  Sumber Daya
Sektoral Tanda Tangan Digital g
Penyedia
Aplikasi 5 MDI;I-E
MDN-16.7 MDN-16.8 Keuangan | kemangan dan
Pengamanan Jaringan Pengamanan Pengiriman Aset Daerah
Informasi Teknologi (IT) Informasi Digital Penyediaan
Sistem Informasi MDN-15
Administrasi Pelayanan
» Administrasi dan
MDN-16.9 MDN-16.10 Keatspan
Pengamanan Dokumen Digital Pengembangan Smart City e
Perencanaatl MDN-01 s.d.
Pembangunan MDN-09
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PETA SUB PROSES

MDN-17

Pembentukan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

MDN-17.1
Harmonisasi Produk Hukum
Daerah

Pembentukan dan
Persetujuan
Peraturan Daerah

MDN-17.2
Publikasi Produk Hukum Daerah

Regulasi
Pemerintah Pusat s =
Raperda
Inisiatif
DPRD
DPRD >
Publikasi
MDN-10 Produk Hukum
Perencanaan dan Perencanaan
Pembangunan >
Daerah
Pelayanan
Administrasi
MDN-15 Penanda tanganan
Pelayanan Naskah Produk Hukum
Administrasi dan >
Kearsipan
Publikasi
MDN-16 Produk
Pelayanan Informasi, Huloarm

Komunikasi, Statistik,
Keamanan Informasi dan
Aplikasi Informatika

MDN-17.3
Pemberian Bantuan Hukum

> Wali Kota
> DPRD
Penyampaian
Informasi
Produk
Huku
— = Masyarakat
Fungsi
Advokasi
Pemerintah
i —»| Pengadilan Negeri
Dokumen
Perencanaan MDN-01 sampai
Pembangunan dengan
MDN-09
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BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KOTA MADIUN

MDN-01.1 CFM 1
Pengelolaan Sarana Transportasi Wisata Gratis

Pengelolaan
Angkutan Wisata
Gratis

Pengelolaan Sarana
gl Pelaksanaan Layanan|
Trensp Wisata Layan it i Petagonen
Gratis (Jadwal, Rute, T"’“'pnc' :u_;wu-:m g
Pengadaan Pemeliharan

‘» barang dan
jasa

Transportasi Wisata Gratis

Administrasi Dinas Perhubungan

Rapat J

Koordinasi
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MDN-01.1 CFM 2
F Sarana

Wali Kota

Barang/Jasa dan
Administrasi
Pembangunan

int Daernh

Dinas Perhubungan

Persiapan Usulan Rute dan

Penyusunan telaah
wtaf/ Laporan Hasil

Rapat kepada Wali
Kota

Pengadaan Barang
dan Jasa (Kentrak
Pelakaanaan

Anglkutan
Kota)

Dinas Komunikasi dan
Informat ika

Monitoring dean
valuas Pelak

dan

Bt
Pihak Ketign | Penelitin dan | Umum dan |
Pengr:
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MDN-01.2 CFM 1

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Transportasi
N
P Pemberian
Arahan
2 Persetujuan
§
B

Eq!
! %
2B E.
i‘ 2. Bm:ngvd:ndu-

r e Penentuan Titik 1 Hasil

—+| Hasil Rapat kepada [— e Survei o Kagiatm

¢!: Wali Kota Relcayasa Lalu Lintas
3532
Bg 2
é = Rapat Forum Lalu

Lu:ludm.uu\nm'—-
Jalan
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MDN-01.2 CFM 2

Penyediaan Marka Jalan

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan
Administrasi
Pembangunan

Pengadaan Jasa Pengadaan
a Perencanaan [— Barang dan Jasa
%0 Marka Jalan " (Marka Jalan dan| |
% Repat Koordinasi Hasil Pemasangannya)
= at Koordimmasi o
= Musrenbang, Arahan Wali Pelaksanaan Survei Monitoring Laporan Hasil
E Kota, Pokok Pikiran DPRD Pekerjaan Kegiatan

Koordinasi terkait
Pemasangan Marka
Jalan

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

‘g ana
BE e
% Pelaksana Pekerjaan

Pekerjaan
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MDN-01.3
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran/Drainase dan Gedung
E Pengawasan Pengawasan
Perencanaan P;lnga m Pelaksanaan
Infrastruktur & Pekerjaan
4
. B
g
-
i
B £
= Rapat Koordinasi .
g & Hasil Musrenbang, Penyusunan | Monitoring Laporan hasil I::Ie::::;rnaag a;lﬁ:;.
l Arahan Wali Kota Perencanaan [ Pekerjaan Kegiatan . Gédu
dan Pokok Pikiran Infrastuktur an ng
E DPRD
a ¥
a
58,96
s“Eg
Y g 2 |,/ Pengadaan | |
%:é 8. Barang dan Jasa
i
2
g Pelaksana
% | Pekerjaan
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MDN-01.4 CFM 1
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

. .| Monitoring
‘ . Survei Pekerjaan
Rapat Koordinasi Pemetaan [

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Laporan hasil
Kegiatan

> Pengadaan
Barang dan Jasa | o

Pekerjaan

Pihak Ketiga
y

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administrasi
Pembangunan
Sekretariat Daerah
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MDN-01.4 CFM 2 )
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Penerangan Jalan Umum (PJU)

Rapat Koordinasi Penyusunan
Hasil Arahan Wali Perencanan
Kota, Musrenbang Jaringan —‘
dan Pokok Pikiran S

DPRD PJU

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Pelaksana
Pekerjaan

Y

Pengadaan Paket
= Pekerjaan
Pemasangan
Jaringan PJU

Pihak Ketiga

Monitoring/
Pengawasan
Pekerjaan

Laporan hasil

Kegiatan

§._ ot
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MDN-02.1
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Permohonan ljin
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
pada Aplikasi OSS/

MASS

Pemohon

Dinas Pekerjaan
Ruang

Survei Lapangan -

(Sekda, Asosiasi Sekolah

Pertanahan/ATR BPN, Tokoh | Umum dan Penataan

Masyarakat, Asosiasi Profesi
Ahli Perencanaan Indonesia
Perangkat Daerah terkait)

Dinas | perencana Indonesia, Kantor

Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Perangkat Daerah Terkait (Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Usaha Kecil dan Menengah, Dinas dan

Pangan dan Pertanian,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,

pengem

Rapat
Koordinasi

Unggah dokumen
rekomendasi

> kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang di
aplikasi OSS atau
MASS

Lapotran
Pemanfaatan Tata

Ruang

Rekomendasi
pemberian ljin
pemanfaatan ruang

ot
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MDN-02.2
Pembinaan dan Pengawasan serta Sinergi Pemanfaatan Ruang

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

g Konfirmasi
2 Ketidaksesuai
Pemanfaatan Ruang ke
Dinas PUPR
5 Penyampaian Surat - e
D [ e | | SuveiLapangn st | | Tequn podaTergor | | | " oo Pentinaan e T
: dan Hasil Survei W"“WW"“‘" Peubaiesn =4 _ketidsk sesusian Pemanfaatan ruang immmg? d.anPunmfvam tan
Hasil Survei Pemanfaatan ruang Maksimal
‘: Lapangan berkala - Mﬂm \
}
?a 2
|
i
Pelaksanaan Penegakan
Rapat Koordinasi Peraturan Daerah
Penegakan Peraturan (Pengecekan Perizinan
Daerah Pemanfaatan Ruang,
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Pemeliharaan RTH

Pelaksanaan
t

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

MDN-02.3

:
i
i
g
i sk
i
m s
[
i
Wmmwm
‘|||~
1
1
i
il
|
i
€3
mrmw
[
fec
FEEH
wwm
G s wp y | vy wseaey wp iaa!il_




- 53 -

MDN-02.4

Pengelolaan Sampah

Pembinaan
Pengelolaan

Pencatatan dan

Laporan Neraca

Dinas
Perdagangan

Penghasil Sampah
Pasar

:% ) Pembinaan Penanganan
5 Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari — Pemrosesan Pagtigienn
g5 dan Manajemen P Ik Akhi -
S Persampahan (PTMP) el she gl dan . i
g Koordinasi el (3R mia:;‘buang
A Perencanaan
Teknis dan
Manajemen
R Persampahan
5 : (PTMP)
Tt
: 8 g
& 3
g E -g
'g Penghasil Sampah—
7
s Pembinaan
Pengelolaan
Pengurangan
Sampah (3R)
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MDN-02.5 CFM 1
Pengendalian Pencemaran

Permohonan
Perizi

Pelaku Usaha/
Pemohon

Laporan
Dokumen

Lingkungan

L TR Laporan
—»| Penegakan
Peraturan

Lingkungan

Dinas
Lingkungan
Hidup

Monitoring

Pengawasan dan
Pembinaan T
Pemberian

Perizinan

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

L,| Penegakan | |

Peraturan

Satuan Polisi

Pamong Praja

dan Pemadam
Kebakaran
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MDN-02.5 CFM 2
Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dinas
Lingkungan
Hidup

Rapat Persiapan

Pengumpulan
Bahan Indeks
Kualitas Air (IKA)
dan Indeks
Kualitas Udara
(IKU)

Dinas
Pekerjaan

Umum dan

Penataan
Ruang

Pengumpulan

data alih fungsi
lahan

B

—

Dinas
Perumahan
Rakyat dan

Kawasan

Pengumpulan
Data Ruang

Y

Terbuka Hijau
(RTH)

Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Pertanian

Penyediaan data
.| area perkebunan

untuk
Sinkronisasi

Badan
Penelitian dan
Pengembangan

Daerah

Rapat
pembahasan dan
sinkronisasi data

Informasi
Lingkungan
Hidup
dan Sumber
Daya Hayati

Y

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

Pengelolaan Data

Rapat ekspose
indeks kualitas
Lingkungan
Hidup

Tindak lanjut

untuk

peningkatan

kualitas
Lingkungan
Hidup

Pihak Ketiga

Pengelolaan Data
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
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MDN-03.1

Peningkatan Harapan Lama Sekolah melalui Bantuan Beasiswa Mahasiswa

Penyusunan

Peraturan Pendaftaran

Wali Kota ,\Sosialisasi| | Peserta | | Seleksi | Penetapan Laporan
& Bantuan Beasiswa melalui Peserta Penerimaan penerimaan

Beasiswa Online Beasiswa beasiswa
é Mahasiswa
5 Pelaksanaan
gg Rapat terkait o——_

ersyaratan cairan
S A Il;enm'imaan | Ya Beasiswa
§ 2 Beasiswa Tidak]
g Sosialisasi Verifikasi Pengumuman
g Beasiswa data Calon —> Penerima
E Penerim Beasiswa
(3}

g g Penelitian
T Peraturan
éE Wali Kota
% % Pembangunan
g E N Aplikasi
3 :‘ﬁ Be Smart
E E Kota Madiun
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MDN-03.2 CFM 1
Sertifikasi Guru
- ¥ Berkas
‘-ﬂ::.é-n Seretifikasi | Sosialisasi tentang |
Guru Ya Sertifikasi
Tiak
Verifikasi Berkas

dan data

Guru melakukan

_ pendaftaran dan

menyiapkan
berkasan

Guru

Pen.unumnn

* muympdkn ==

Sekolah Perguruan Tinggi
1_
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MDN-03.2 CFM 2
Akreditasi Lembaga Non Formal

Lembaga Non Formal

Rapat persiapan

Dinas Pendidikan

Badan Akreditasi
Seckolah

Sosialisasi
Akreditasi

Pendataan
[‘F?mm’“ Pengisian Data
ang
e i [] SISPENA
e
\
) Verifikasi \ Y& | Pengumuman
Tidak data Hasil Verifikasi

Visitasi Akreditasi

Asessmen
hasil visitasi

Pengumuman
hasil Akreditasi

Laporan Hasil
Akreditasi
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MDN-03.2 CFM 3
Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Dinas Komunikasi dan Dinas Pendidil

Peraturan Walikota
tentang PPDB

Penyiapan Server
dan Jari

]

Internet/Intranet

PPDB Online

Pelaporan dan
Evaluasi PPDB

Dewan Pendidikan
Provinsi

Rapat
Draf Perwal

Peserta
Didik Baru Online

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Bagian Hukum
SeKretariat Daerah

Verifikasi draf
Perwal PPDB
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MDN-03.2 CFM 4
Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)/ Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

g Cetak data dan
- ! Pendataan Pelaporan dan
é Rapat persiapan - Peserta UN/ ’ -y S?S? s Ewaluasi
E USBN
a w
—] Sosialisasi UN/ [ Pelaksanaan
Pl USBN = f

USBN

Sekolah

| Rapat Koordinasi |-

terkait UN/USBN

Kementerian Agama

Dinas Pendidikan
Provinsi
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MDN-03.3
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penyusunan
SK Penetapan

Pencairan |
dana ke BKAD

Pelaporan
Realisasi ke
BKAD

g

=

=

2 Rapat

& persiapan

B

g

A

é Sosialisasi
’ g Petunjuk Teknis
3= Bantuan
875 | Operasional ||
E g Penyelenggaraan
M (BOP|

Tidak

|,/ Pengusulan

dari Sekolah

Sekolah
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MDN-03.4

Pengembangan Layanan Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan

Pengajuan
Pelatihan terkait
Pendidikan
Inklusi untuk
Tenaga Pendidik

Pengajuan Tender
Pengadaan Sarana

Mitra Kerja Pendidikan
Inklusi)

(Paguyuban Wali Murid,

Narasumber Pendidikan

Pelaksanaan
Pelatihan

Ya

Rapat
membahas
Teknis
Layanan
Pendidikan
Inklusif

Pelaksanaan
Layanaan
Pendidikan
Inklusif di
Sekolah

Laporan Hasil Pelaksanaan

i i
{2111
il -
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MDN 04.1 CFM 1
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah

Sosialisasi

Pembiayaan
Jaminan Kesehatan

Pembuatan
Perjanjian
Kerjasama
dengan BPJS
Kesehatan

Keluarga Berencana |

Dinas Kesehatan,

Pembayaran Klaim
Pembiayaan
Kesehatan

BPJS Kesehatan | Pengendalian Penduduk dan

Penetapan

= Database
Penerima

Bantuan Iuran

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Verifikasi dan

Validasi Data
Peserta

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
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MDN-04.1 CFM 2
BOK UKM Sekunder Kesehatan Masyarakat (Penanganan Gizi Buruk)

Laporan Kasus

Gizi Buruk Validasi

Berencana

Yal

Tidak

Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga

Hasil Laporan
Investigasi

Ditangani

Pemantauan
Kondisi Pasien
Gizi Buruk

Lb Investigasi -

Kecamatan

Rumah Sakit Umum
Daerah

A 4

Dirujuk
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MDN 04.1 CFM 3
BOK UKM Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesehatan J iwa)

Penemuan Kasus
Orang Dengan

Pembuatan Surat

Gangguan Jiwa
(ODGJ)

Penanganan
Kasus Orang
Dengan —
Gangguan Jiwa

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk

Y

"|Jaminan Perawatan

Pemantauan

(ODGJ)

Kecamatan

Rekomendasi
untuk Orang

Anak

Jiwa (ODGJ)
tanpa KTP,
KK

Perempuan dan
U
1]
2]
B
3

Perlind

Dinas Sosial,Pemberdayaan

Rumah Sakit
Umum Daerah

Y

Dirujuk
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MDN 04.1 CFM 4
Penanganan Anemia Rematri

3
£
g g Persiapan
S Kegiatan
ﬁ g Pemb:;?n Table Sosialisasi ke Pemeriksaan Pe$£)a;gian Byaluasi

= . :
@ g f Tambah Darah - sekolah —> " Hli'l/1 s —» Tambah Penan%anan ;i\nemla
Y e Darah (TTD) ema
A &

8 =

A g

Rapat
Koordinasi
L
Laporan Hasil

§ Pemeriksaan Hb

) dan Laporan

'E Pembagian Tablet

a Tambah Darah

g \/_\

A
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MDN-04.1 CFM 5

Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

8

o
£
=
%% L Ka
c o aporan sus Validasi
3 & ( KIPI
:5 .
0 .
EE

a—
=] &é

)

(a1

Tidak

Ya

Kecamatan

L

Rumah Sakit
Umum Daerah

Investigasi

1 Peg;fu ::a?lan Audit Pemantauan Kondisi
i i ! Pasien Kasus KIPI
Investigasi
Dirujuk
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MDN-04.1 CFM 6
Penanganan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)

dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk

Laporan Kasus
Kasus AFP

Kecamatan

¥

Rumah Sakit Umum
Daerah

Investigasi |

Penyusunan Pengiriman )
Laporan » Sampel ke Pemar_lt{auaq GU:FE;'I
Investigasi Biofarma Kondisi Pasien
h
Dirujuk
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MDN. 04.2 CFM 1
Pembinaan Kelurahan Siaga

Persiapan
Pelaksanaan
Kegiatan

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kecamatan

Kader

>

Membangun
Jejaring dan
Kemitraan

Pelaksanaan
Kegiatan

Monitoring
Kegiatan
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MDN-04.2 CFM 2

Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Rapat
Persiapan
4
3
o

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk

Pengumpulan
data Usulan

Penyusunan
Jadwal
Kegiatan

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber

Y

Koordinasi
Pelaksanaan
Pelatihan

Monitoring dan
Evaluasi Hasil
Pelatihan

_J Pelaksanaan

RSUD dan UPTD
Puskesmas

Pelatihan

Monitoring dan
Evaluasi Hasil
Pelatihan

Laporan hasil
Pelatihan
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MDN. 04.3 CFM 1

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Monev
Kegiatan

Tindak
Lanjut
Kegiatan

Laporan Kegiatan
Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi Remaja

E
g '§ Juklis Persiapan
S & Kegiatan Pelaksanaan
S g
Eh
2 T
£
=
. L5 Pelaksanaan
Kegiatan
8
::5 Koordinasi
'g Jadwal
& Sosialisasi
2
8

Masyarakat
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MDN. 04.3 CFM 2
Promosi Kesehatan Melalui Media Pemerintah Kota Madiun

Monev
Kegiatan

Tindak
Lanjut
Kegiatan

Sosial Pemerintah
Kota Madiun

v
=}
¥
3 e Juklis Persiapan
K & Kegiatan Pelaksanaan B
§ s
G
2
£ ¢
i
(o
R7
o
g5 .
i g Koordinasi Jadwal Pelaksanaan
= E Siaran/Materi ) Kegiatan
g 8 Publikasi Di Majalah/ Promosi
ﬁ = Materi Publikasi Media Kesehatan
i
'Q o

Masyarakat
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MDN. 04.4 CFM 1
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaman (FKTP) Klinik /Puskesmas

onitoring dan
Evaluasi
Akreditasi

Rapat Sosialisasi
Persiapan FKTP

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Persiapan
Pelaksanaan Survei

Akreditasi Akreditasi

FKTP

FKTP (Klinik/
Puskesmas)
y

Pengurusan
—— Dokumen

Perizinan

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
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MDN 04.4 CFM 2
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pengumpulan ey Samin
Data Stock Rencana
Kebutuhan Obat

Opname (RKO)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Rapat Tim
Perencanaan
Obat Terpadu

(TPOT)

Penerimaan
dan
Penyimpanan
Obat

Penyedia Barang/
Jasa

Pengadaan
Barang/Jasa
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MDN-04.4 CFM 3

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

Rapat
Persiapan

Pengumpulan
data Usulan

Umum Daerah

Rumah Sakit

¥

Penyusunan

Rencana Kerja |

dan Berita
Acara

Laporan hasil
Kegiatan

Laporan hasil
ngjawaba

Dinas Kesehatan
Provinsi

¥

Verifikasi
usulan aplikasi
PBE dan Krisna|

=
B
E E‘ Rapat
g & Koordinasi
5 g Teknis
Eg
<4
o
'g Pelaksanaan
g » Pengadaan Alat -
5 Kesehatan
E Review Aparat
g Pengawas
2 Internal
E‘ Pemerintah

(APIP)
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MDN-04.4 CFM 4
Pembangunan atau Rehab Gedung dan Bangunan Rumah Sakit

8
Penyusunan i
é § Ra_pat Pembeptukan J:’;udwal Laﬁzx;:t:nasu
-g s Persiapan Tim Kegiatan
5
8 .
53
[¥]
£ 5
é g Tidak
ol
38 A ¥
S g
8
EE'& Koordinasi L, Pelaksanaan
|8 Pengadaan Tender
m g A
_g E k! Ya
H
£dE0
&
L
o
E'P Pelaksanaan
& >  Pekerjaan
-g Kontruksi
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MDN-04.4 CFM 5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan(Alat Kesehatan)

Rapat
Persiapan

Rumah Sakit Umum
Daerah

Pembentukan

Penyusunan
Jadwal
Kegiatan

Laporan hasil
Kegiatan

Bagian Pengadaan Barang/Jasa
dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah

Koordinasi
Pengadaan

Pelaksanaan
Tender

Pihak Ketiga

Pelaksanaan
Pekerjaan
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MDN-04.4 CFM 6
Pengadaan Biaya Operasional dan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

% E Sosialisasi Penyusunan Pelaksanaan Monitoring dan
7) 8 Rgpat Rencana Bisnis |, Rencana Bisnis Rencana Bisnis Evaluasi Rencana
ﬁ Persiapan dan Anggaran dan Anggaran dan Anggaran Bisnis dan Anggaran
: 5 [RBA) (RBA) (RBA) (RBA)
¢5
0
@
:
g
&
%
A
if
§ g
- e Rencana Bisnis
X dan Anggaran
< (RBA)
g 3
m o
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MDN 04.4 CFM 7
Pengadaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Pelaporan
Pengadaan &
Distribusi

L |
(D)
o0 B Pengumpulan
) E o Rapat I%L;ulan
: ) .
:1 g 8 Koordinas Kebutuhan
£ 8 g
g T o
5 % g
S 5 A
@ 3
< E Penerimaan
@ dan Distribusi
& ——>  Sarana
s Prasarana dan
g Alat Kesehatan
«
engadaan
g Barang/Jasa
g
m
8
B
=
ot
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Pembentultan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Dinas Kesehatan,

Pengedalian el dan

Jualklis
Kegiatan
§

Persiapan
Kegiatan

—

Dmas

Dinas | Perpustakaa
Rerdagangan | pdan

Kecamatan

Usaha Mo,
Kecl dam
energeh

Kelompok

Dinas
Pendidikan | Pertanian

Peogadlan | - Depertemen

Aguma | Agama (KUA

Dines

Masperekat | Linghungan
Hiup

Membanguan

Jejaring /

Kemitraan

Pelaksanaan
Kegiatan

Monew
Kegiatan

Pengembangan
Kampung KB
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MDN-04.6
Pelayanan Pemasangan Medis Operasi (MO), Intra Uterine Device (IUD) Implan dan Pencabutan Implan

Pengendalian Penduduk

UPTD Puskesmas/
Petugas Lapangan

Ikatan Bidan

Indonesia

Kader

Kecamatan

Daerah

Komando Distrik | Sekretariat

Militer

Koordinasi

Pelaksanaan [—

Kegiatan

Kesepakatan
lokasi, pengguna,
sasaran dan waktu
kegiatan

Tidak

Rapat Teknis
Persiapan
Kegiatan

>

Penyiapan
Tenaga Ahli
Medis, Sarpras,
Bahan Higienis
Alat
Pemeriksaan
(BHAP)

Pelaksanaan
Kegiatan

Monev
Kegiatan

Laporan hasil
Kegiatan
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MDN. 04.7
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk

Juklis Kegiatan Persiapan |— »| Pelaksanaan b Monev
Kegiatan Kegiatan
g
8
=

Membangun

Usaha Mikro
Kecil dan

Kemitraan

Dinas
Perdagangan

Kecamatan
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MDN-05.1
Pembangunan Manusia berbasis Gender

Menerima data dari kelurahan,
menyusun Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
(PPRG)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Akomodir
Dokumen
perencanaan dan
pelaksanaan
Responsif
Gender

Laporan hasil kegiatan

Badan
Perencanaan,
Penelitian, dan

Pengembangan
Daerah

Evaluasi kegiatan

= Penyusunan Pelaksanaan
g _g gencan_a Program
trategis Kesi
egiatan
g a [Renstra) Responsif
(-9 Responsif Gender
Gender
C]
B
i
i
5
3
§ 'g Q Penyusunan
perencanaan dan
penganggaran
Responsif Gender
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MDN-06.1 CFM 1
Kemudahan Akses Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Menerima data pencari kerja

dari Kecamatan /Kelurahan

Perusahaan Swasta

Kerja Sama
dengan
Perusahaan
Swasta

Fasilitasi
Pencari Kerja

Fasilitasi
Pekerja
dengan

Perusahaan

Laporan Penyerapan tenaga kerja
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MDN-06.1 CFM 2
Mempermudah Akses Lapangan Pekerjaan

:'L? o -é, Fasilitasi
g‘é & pemberdayaan
g3 & Mempermudah Industri Kecil Fasilitasi pameran
gﬁ 2 » akses pencarian —» Menengah (IKM) — Industri Mikro Kecil
& £ g pekerjaan atau Industri dan Menengah
P %3 Rumah Tangga
£ (1)
A X
o
: 3
FLE
g bt Mempermudah
&% g 3 akses permodalan
9388
8
A g
E .
3 g -?5 5 Pelatihan
-8 c g Keterampilan
R Penyandang
TEE Masalah
g 'E 5 E Kesejahteraan
A & E 5 Sosial (PMKS)
5
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MDN-06.1 CFM 3
Mempermudah Akses Pameran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Fasilitasi
pemberdayaan
Mempermudah Usaha Kecil
akses pencarian Menengah (UKM)

pekerjaan atau Industri
Rumah Tangga

(IRT)

Fasilitasi pameran
Industri Mikro Kecil
dan Menengah

r

h

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Mempermudah
akses permodalan

Satu Pintu

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu

Pelatihan
Keterampilan
Penyandang

Masalah

Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak
y




MDN-07.1 CFM 1
Peningkatan Investasi Daerah
5 =
5 -g. Kajian
2 Potensi
Pe:
g-g g ooy | penavaran/ o
E 5 B Peluang Investasi Perizinan
2 5 @ Investasi —
é L Kota
F ﬁ VAN
o
-g Keputusan
2 Investasi
&
E ag Pemanfaatan
g g% Aset Daerah
o 8
§ <
9@ ’g Penerimaan Rapat Rekomendasi ;
PEIE| | | g | e | | B
SNER pertumbuhan —» Minimum Kota[—» Usulan Upah [ K’%‘;‘;‘h““
é o 5 = ekonomi dari bersama Minimgn_xul;ota Mininitim Kota
2 E°§ Badan Pusat Dewan yang diajukan At Chibernur
A Mg Statik Pengupahan ke Gubernur
g H Penerimaan
° 5 data Koordinasi Pengendalian
perkembangan dengan Tim Inflasi oleh Tim
’é'g €53 inflasidari | ”| Pengendalian | *| Pengendalian
§ 85 & Badan Pusat | | Inflasi Daerah | | Inflasi Daerah
g g - Statik
]
Pif
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MDN-07.1 CFM 2

Promosi dan Kerjasama Investasi

Koordinasi terkait
Materi, Jadwal
pelaksanaan

§ 2
SgEs
r. 4 -g 8 B Rapat Persiapan
ézgﬁ
a g
BhE N
ik

-
5 42
Sgg
TZEE
£ Ez
QA f£a

(]

E

=

:

A

Pelaksanaan
Kegiatan Promosi
Peluang Investasi

Diskusi Pelaku
Usaha

Y

Hasil Kegiatan

Pelaporan Kegiatan
dan Evaluasi
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MDN-O7.1 CFM 3
Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal

Persiapan jadwal,
tempat Narasumber
dan Tema Sosialisasi

Dinas Penanaman Modal dan

Koordinasi terkait
> Materi dan
Narasumber

Badan Koordinasi

Penanaman Modal(BKPM) | Pelayanan Terpadu Safu Pintu

Pengusaha

Peranghat Daerah Terkait
Prdagangin, Dines PerUmahen Rakyat dan Kawasan Prmukivan, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kesehatan, Fengendlinn Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Pelerjaan UMum dan Penataan Ruang, Dines Ketnafayaan, Panwisata, Kepemudean
dan Olahraga, Dinas Perhubungan)

Pelaksanaan
Kegiatan
Sosialisasi
Peraturan
Penanaman
Modal

laporan pelaksanaan
Sosialisasi Peraturan
Penanaman Modal terkait
Online Single Submisson
(OSS)
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MDN-07.1 CFM 4
Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

elaporan pelaksanaan WorkShop Badan
Koordinasi Penanaman Negara (BKPN) bagi

Penanaman Modal Asing (PMA) /Penanaman

Rapat Persiapan
P P Modal Dalam Negeri (PMDN), Daftar
Perusahaan yang wajib pelaporan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelaksanaan
Kegiatan
Workshop LKPM

Koordinasi bagi Penanaman
terkait Materi Modal Asing —
dan Narasumber (PMA)/
Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)

y

A 4

Penanaman
Modal(BKPM)

Badan Koordinasi

Pengusahan Penanaman
Modal Asing/Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMA/
PMDN)
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MDN-07.1 CFM 5
Proses Perizinan yang berbasis Pelanggan

Menerima dan

memverifikasi Penerbitan Perizinan

Administrasi Pemohon
Perizinan

y

Dinas Penanaman Modal dan
anan Terpadu Satu Pintu

Melaksanakan Rapat

Tim Pemberian
Rekomendasi

. Pemberian
Survei Lapangan » Rekomendasi
Perizinan

Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan
Keuangan dan Aset Daerah |

Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas | Pela

Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga

Pembayaran
Retribusi dan Pajak
sesuai Peraturan
Daerah

Badan Pendapatan
Daerah
A
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MDN-07.2 CFM 1

Pelestarian Budaya dan Seni

Inventarisasi
Budaya dan Seni

Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,

Kelurahan

Kecamatan /

Survei Cagar
Budaya dan Seni

Penetapan Hak
Paten Cagar
Budaya dan Seni

Pemeliharaan
Cagar Budaya
dan Seni

Laporan hasil
pelestarian Budaya
dan Seni

—

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Publikasi
Pelestarian Budaya
melalui berbagai
Media

Dinas Pendidikan

Pemberian Muatan
Lokal Pelestarian
Budaya bagi Pelajar
pada Ekstrakurikuler
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MDN-07.2 CFM 2
Penyelenggaraan Festival Seni

Rapat Persiapan

0

Dinas Kebudayaan,
Pariwi
Kepemudaan dan
lahraga

Dinas
Perhubungan

Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Pemadam

Madiun

Koordinasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Hasil Lomba
tingkat Kota

Laporan hasil
Pelaksanaan Kegiatan

Jatim

Pemerintah Provinsi | Polisi Resort Kota

Hasil Lomba
tingkat Provinsi
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MDN-07.2 CFM 3
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Gpa‘t Persiapa—

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga

Kecamatan

> Koordinasi

Dinas Perhubungan

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi

Pelaksanaan
Kegiatan

Hasil Lomba
tingkat Kota

Laporan hasil
Pelaksanaan
Kegiatan

Polisi Resort Kota | Pamong Praja dan
Madiun
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MDN-07.2 CFM 4
Revitalisasi Cagar Budaya

Rapat Persiapan

Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan dan

P

Tim Trowulan

Pengajuan Izin
Pemeliharaan
Cagar Budaya

Pemeliharaan
Cagar Budaya

Hasil
Pemeliharaan
Cagar Budaya

Laporan Kegiatan
dan Evaluasi
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MDN-07.2 CFM 5
Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

5 g
g .o
_E’ ,g g |/ Survei/Pendataan Pengadaan sarana dan Penlyée(i;riiigsriaan Pemberian
Joag @ Sarana Prasarana prasarana Penghargaan kepada
'5 25 E Cabang Olahraga dari Kepemudaan dan Iéege;rn;dagndag Atlit dan Pemuda
2 E §,° elurahan/Kecama Olahraga Ef:ntj g Berprestasi
£ 8 5
A
g Penyelenggaraan
T » Kompetisi Olahraga
3 Siswa
g
8
A
E
0
§ - N Pembinaan Organisasi
Q g Kepemudaan
o
g6
8§
m
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MDN-07

.2 CFM 6
Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga

Gapat PcrsiapD

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan
Rakyat dan

Rapat Koordinasi
Penataan dan
Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Olahraga

Pelaksanaan
Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Olahraga

Laporan hasil
kegiatan dan
Evaluasi
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MDN-07.2 CFM 7
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi

Rapat Persiapan ,  Pembinaan atlet Pengiriman Atlet .| Penyusunan laporan
berprestasi berprestasi atlet berprestasi

Laporan hasil kegiatan

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga

Rapat Koordinasi
pembinaan atlet —

berprestasi

Dinas Pendidikan

Komite Olahraga
Nasional Indonesia
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MDN-07.2 CFM 8

Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

Rapat Persiapan

Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,

Perhimpunan
Pelajar Indonesia

A

=

Eﬁg%:
0

rEE
fogﬂQE
2T 0,
c o g S
% k25 8
c07T &
— n_‘E

Rapat Koordinasi
Pelatihan dan
Pembinaan

Pelaksanaan
Upacara
Kemerdekaan

Laporan hasil
kegiatan

r

Pelatihan
Gabungan dan
Karantina
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MDN-07.3 CFM 1

Mempermudah akses arus perdagangan

g
80 P
E § Revitalisasi Promosi Pasar 1 kebi?in?tln:g?an
a Pasar Rakyat Rakyat keamanan pasar
E rakyat
& «
g g _g E Inpeksi Kesehatan
P 3 + g » Lingkungan Pasar
3 &g % Rakyat
8558
A e
g
£52
i
£°
8 o Mempermudah
: akses distribusi
g
+
Q=
:

Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman
Modal dan

¥

Pemberian Izin
Penempatan
Pedagang
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MDN-07.3 CFM 2

Pengembangan Sektor Pariwisata

Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah

Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Parii

Pariwisata

Ekonomi Kreatif

Wisata

.

L I e———

: E%
= Penyiapan
Infrastruktur
Pariwisata
5931
R —
)
-]
Rekayasa lalu lintas,
penataan parkir dan Penyediaan Sarana
g =1 pengawasan dan == prasarana angkutan [
= pengendalian lalu Wisata
E lintas
g Penyusunan Rencana Pelaksanaan Evernt Pengembangan Penyediaan Paket
g‘
=)

dan Informatika

Dinas Komunikasi

Publikasi Event
Pariwisata

Pelatihan Industri
Kecil Menengah
(IKM)

Dinas Penanaman | Dinas Tenaga Kerja,

Modal dan Pelayanan | Koperasi Usaha
Terpadu Satu Pintu | Kecil dan Menengah

Pelatihan Usaha
Mikro
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MDN-07.3 CFM 3
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri

Gpat Persiapa—

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,

Kepemudaan dan
Olahraga

Pekandayu

Pembahasan

Y

Kegiatan Promosi

dan Menengah

Rencana .

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Prajadan | Usaha Mikro Kecil

Pelaksanaan
Kegiatan

Hasil Promosi

Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan

Dinas
Perhubungan
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MDN-07.3 CFM 4
Pengembangan Ekonomi Digital Masyarakat

Identifikasi
materi
pembinaan
ekonomi digital

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Penyiapan
Penyelenggaraan
Pembinaan

Koordinasi
terkait Sistem
‘A § Informasi
g = Koordinasi untuk| | |Persiapan Sistem
5 E Narasumber Informasi untuk
g 1 Pembinaan Mendukung
é g Ekonomi Digital Ekonomi Digital
£
5%

828 Persiapan Materi
é E E —» Promosi Layanan
o Digital
)
1

£5 8

(UMKM)

Usaha Mikro Kecil
dan Menengah

Pelaksanaan
Pembinaan
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
menuju Ekonomi
Digital

Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
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MDN-07.4 CFM 1
Mempermudah Akses Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil MEnengah (IKM)

Penerimaan Syarat :
Administrasi Permohonan Rek Peml;c;mnglx} atis ]
Usaha o 2 .[ Laporan Pertumbuhan

'\ Investasi

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penelitian Bantuan Pemberian Bantuan
Permodalan permodalan n

Bank Daerah
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MDN-07.4 CFM 2
Mempermudah Akses Industri Rumah Tangga (IRT)

Menerima Usulan
Peserta dari
Kecamatan

Laporan hasil
Promosi Industri

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi
Menengah

Usaha Kecil dan

Pemberian
Pelatihan Sumber
Daya Manusia
(SDM) Industri

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

¥
|

Pengendalian

Dinas Kesehatan,

Fasilitasi Promosi
Penyuluhan dan Produk Industri
Pemberian Izin

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian

Dinas
‘erdagangan
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MDN-07.5
Mempermudah Ketersediaan Pangan

55 g | /Perencanaan Fasilitasi Penghitungan Laporan
g § ¢ | Infrastruktur Sarana Produksi Neraca Ketersediaan
a g a’g i Prasarana Pertanian Bahan Bahan Pangan

2 E A Pertanian Makanan Stabilisasi Harga

dan Ketersediaan

650 Bahan Pokok
@ Retribusi
£ 5 distribusi

J:

A

¥

g Pengaturan Akses
ol Distribusi
g 3 Bongkar Muat
A g Barang Dalam

é Kota

ob

§.§

532 Pembangunan

fé' 5 = Infrastruktur

@ g g Jalan

]

E° g

a &
S e
KL Penerbitan Laik
5 s g Sehat dan Izin
g 2355 » Edar Produk

%'g o Pangan
a g dE. Kemasan
=)
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MDN-08.1
Penyaluran Subsidi Air Bersih Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Laporan hasil
Penyaluran Subsidi
Air Bersih

5§
g :
°
E % Pengelolaan database
g £ kemiskinan berbasis Menyiapkan
T = g Tetangga (RT)/ Rukun Koordinasi data air bersih
E Warga (RW) pelanggzn
3 2 Perusahaan
"é E Daerah Air
AL Minum yang |
A terdata dalam
database
H 5 kemiskinan dan
< teknis pemberian
9 g Subsidi
o
A
§
£E
3 g
B
&3

Pelaksanaan
penyaluran Subsidi
Air Bersih

Penyusunan Laporan
Pelaksanaan
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MDN-08.2
Bantuan Pemakaman bagi Masyarakat Tidak Berdaya

x
=l E blikasi Pelayanan .
§ g’ Bantuan Pemakaman 2| Mezneri s Laporan Ketersediaan
gu bagi Masyarakat Tid > l;;ernlohonan Bahan Pangan
é 8= Berdaya el emakaman
A B 5
E
£

Pemakaman

Rumah Sakit Umum
Daerah
L

Permohonan Bantuan | |

Permohonan Bantuan

Pemakaman

Kelurahan
Y

Permohonan Bantuan

= Pemakaman

Instansi Vertikal
(Kepolisian)
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MDN-08.3
Penyaluran Bantuan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok

Badan Pusat
Statistik

: R
et Pk ¢ lolasiSesarn -

5 Subsidi

il :
e

i

9

Data Komoditas Pasar

Pemantauan
Penjualan barang
kebutuhan pokok

bersubsidi

Pembayaran
besaran Subsidi
kepada Penyedia

Rapat Koordinasi

>

Penyediaan Barang
Penjualan sesuai

Walikota

Keputusan Pemberian
Subsidi

+

Subsidi
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MDN-09.1

Pemberdayaan dan Evaluasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Rapat
persiapan

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja dan

Kecamatan/
Kelurahan

TNI/POLRI

Instansi terkait

Rapat koordinasi
kegiatan
pemberdayaan
dan evaluasi
masyarakat

Penyusunan
berkas dan
administrasi

Masyarakat

Pelaksanaan
kegiatan

Laporan
monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan

Monitoring dan
evaluasi
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MDN-09.2 CFM 1
Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

:g E,_g Pemetaan lokasi
Rapat sasaran dan Pendataan dan .
5 oo g Persiapan membuat Surat »  Penyusunan Evaluasi dan
g g £ g Perintah Tugas Iabdean laporan
[

Rapat Koordinasi =

TNI/POLRI

Z g Pelaksanaan
5; o Operasi —
= ‘E Gabungan

Instansi Swasta

Masyarakat
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MDN-09,2 CFM 2
Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal)

i _a Menyusun Berita
o i T Penyelidikan dan Operasi Yustidi Acara Evaluasi dan
P Penyidikan
Persiapan Pelanggaran —» Pemeriksaaan tindaklanjut
Yustitusi !"l‘”‘m‘k‘"d Perda dan Perwal (BAP) hasil
E S Perda dan Perw Operasi Yustisi

Menyusun Berita

gg N
i
:

(BAP) hasil
Operasi Yustisi

Pembayaran
denda dan
pengambilan
barang bukti

Pel.
Perda dan Perwal

J
| =]

Kelurahan

Penyelidikan dan
Penyidikan

Pelanggaran
Perda dan Perwal

g Lidik Lingkungan
Sekitar —
Pelanggaran
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MDN-09.2 CFM 3
Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal)

X é Menyusun Surat
g %8 s Perintah

& Persiapan |l bi
g Bh Yustitusi Pembinaan —
g -] u Pel

=] 2 anggaran
3 ‘E Perda dan Perwal

TNI/POLRI

Koordinasi terkait
Pelanggaran Perda:
1. Anak Bolos
Sekolah
2. Rumah Kost
3. Tempat Hiburan
— Malam p—

Pendidikan

Sekolah/Dinas

4. Pedagang Kaki
Lima
5. Anak Jalanan/
Gelandangan
6. Hasta Tertib
7. Pertanahan

Instansi
Pemerintah

Masyarakat | Instansi Swasta

Melaksanakan
Kegiatan Pembinaan,
Pengawasan dan
Penyuluhan

Pelanggaran Perda
dan Perwal

Laporan hasil kegiatan
Pembinaan, Pengawasan,
dan Penyuluhan
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MDN-09.2 CFM 4

Pengamanan Kegiatan Pemerintah

Rapat
Persiapan

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja dan

Menentukan
Jumlah Personil

yang ditentukan

TNI/POLRI

¥

Perangkat

Daerah terkait

Rapat Koordinasi

Membuat Surat
Penugasan

Melaksanakan
persiapan dan
koordinasi
keamanan

Pelaksanaan
Pengamanan Kegiatan
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MDN-09.3 CFM 1
Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama

Rapat
Pemeliharaan
Sarana Tempat

Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,

Ibadah Kuno
Inventaris data
Sarana Ibadah
-~
g
§ Penyelenggaraan
o '5 Pembinaan/Dialog antar
3 % umat beragama tingkat
S Kecamatan

Penyelesaian
Konflik Terkait
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat

Pemadam
Kebakaran
) J

Satuan Polisi

Badan Kesatuan Pamong Praja dan

4 Penyelenggaraan
Pembinaan /dialog antar | |

5 umat beragama Tingkat

o Kota

&

g

m

Pemberian Bantuan Peringatan Hari
Sosial tempat ibadah Besar Agama

Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat
h
I

Bagian
Perekonomian dan




MDN-09.3 CFM 2
Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama

Pelaksanaan Koordinasi

Rapel Persiapia Peserta Kegiatan

_|Pelaporan dan Evaluasi

Kegiatan

A 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi

Y

Materi Pembinaan
Kerukunan Beragama

Narasumber

Bantuan Narasumber dan
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MDN-09.3 CFM 3
Pembinaan Kerukunan Antar Ras Suku, Adat, dan Budaya Daerah

g o4 Penyelenggaraan P:.;]apcizan hasﬂn
g g Sosialisasi dan Pelaksanaan Koordinasi Permbi ge ng;K:mL Kanan
X g Pembinaan Kerukunan Kegiatan Seni Budaya ail o Raaasn Sulou, Adat
g a antar ras, suku, adat, Daerah g d'a Da’er .
B g dan budaya daerah il
-
e Penyelenggaraan
g o Pelestarian | |
"| Budaya Tingkat
= kelurahan
v o
: 8
3 g g5 Pemberian Bantuan
2 g < :g Penyelenggaraan Budaya — »| Penyelenggaraan
S'?. g E 3 Tingkat Kelurahan Pawai Budaya
@ n, &
g 8
A B

Penanaman Nilai-Nilai
Kebangsaan

Dinas Pendidikan
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MDN-09.3 CFM 4
Pembinaan dan Pelatihan Bela Negara

Pelaksanaan Koordinasi

Ripet. Recsiapan Peserta Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Koordinasi
Bantuan Narasumber dan
Materi Bela Negara

Narasumber
A

Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Sertifikat tanda
mengikuti Pelatihan Bela
Negara

Pelaporan dan
Evaluasi Kegiatan
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MDN-09.3 CFM 5
Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi

Rapat Persiapan Pes Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Koordinasi
Bantuan Narasumber dan
Materi Pembinaan dan
Penguatan Forum
Pembauran Kebangsaan

A 4

Narasumber

Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Sertifikat tanda
mengikuti Pelatihan Bela
Negara

Pelaporan dan
Evaluasi Kegiatan
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MDN-09.3 CFM 6
Pemantauan Ketahanan dan Kebijakan Strategis

Pelaksanaan Koordinasi
Peserta Kegiatan dengan
Tokoh Agama (TOGA)/
Tokoh Masyarakat
(TOMAS), Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) dan
Insstansi Terkait

Rapat Persiapan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Koordinasi
Bantuan Narasumber dan
Materi Kebijakan Strategis

Y

Narasumber

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan dan

Evaluasi Kegiatan
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MDN 09.3 CFM 7

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Rapat Persiapan
Kegiatan

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politk

Dinas
Pendidikan
Provinsi

Dinas Pendidikan

Y

Organisasi

Koordinasi terkait
peserta
Penyelenggaraan
Pendidikan Politik
bagi Masyarakat

Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia | Kemasyarakatan

Koordinasi
Narasumber terkait
materi
Penyelenggaraan
Pendidikan Politik
bagi Masyarakat

Pelaksanaan
Kegiatan

'———Délaporan Kegiatan )
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MDN 09.3 CFM 8

Pos Pemantauan Pemilu Tahun 2024

g % R [SK Kepala Badan | :
Pembentukan Tim ~ Pemetaan Wilayah
g 5 Pem.?:;auan Pemilu Tlpm Pﬁ??ﬁ;ﬂxgn Monitoring =L
g s un 2024 5024 ) ) Pemantauan Pemilu
g Y Koordinasi Tahun 2024
o E Pemantauan
m dari setiap
Fraksi dalam
8 Pemilu Tahun
% 2024
g8
o Pemantauan
tahapan
E pelaksanaan
8§ Pemilu di tiap-
—» tiap Wilayah
2 dari tahapan
8 kampanye
g sampai dengan
m selesai

Kelurahan Pemilihan Umum

Kecamatan /

Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam
Kebakaran

Pelaporan
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MDN 09.3 CFM 9
Pembinaan Manajemen Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Rapat persiapan
kegiatan

Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Koordinasi terkait
peserta Pembinaan

"| Manajemen Parpol
dan Ormas

Partai Politik dan
Organisasi
Kemasyarakatan

Koordinasi
Narasumber terkait
materi Pembinaan

dan Aset Daerah

Manajemen Parpol
dan Ormas

Umum

Komisi Pemilihan | Badan Keuangan

Pelaksanaan
kegiatan

Dokumen Pelaporan
Kegiatan
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MDN-09.4 CFM 1
Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana

Menyusun Peta

Rawan Bencana

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

_|Pelatihan Kelurahan
Tangguh Bencana

Kecamatan/
Kelurahan

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja dan

Koordinasi dengan
Perangkat Daerah

| terkait dan Instansi

Vertikal

Monitoring dan

=\ Evaluasi

Pemangkasan
Pohon berpotensi
roboh

Pembersihan
sungai dan
saluran air
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MDN-09.4 CFM 2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana Alam

Laporan hasil
pekerjaan

Monitoring dan
Evaluasi

i
g ‘
_g -%C‘; I?; ‘};irzltfhr;sn Penyusunan data
‘% : g Sarpras pengadaan
£ 8
A 1B Proses lelang
P =%  pengadaan [
g 5 ; barang/jasa
'8 g « g
a0 % 5 A
g ,g 7
£ 2E §
0 E 2
8§55 E
55
m @
'.5 Pelaksanaan
% pekerjaan
(3}
o
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MDN-09.4 CFM 3
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

£ 5
g 5 g Inventaris Pembiatan et Monitoring sarana

—_— Q L
$07 | (RemvmBoncane | K7 1 prasarns S el
m dari Kecamatan . Bencana elap

5 Siaga Bencana

§ §

A M

Pelaksanaan Piket—

g -

%

4

Perbaikan sarana
prasarana Siaga
Bencana

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
A
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MDN-09.4 CFM 4
Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

54
g’ )
5
i = A Rapat Persiapan
FEE Kegiatan
1] 5 g
58
am
Monitoring dan
Evaluasi

Evaluasi dan
Pelaporan

p N Inventar_is peserta Pelaksanaan
5 Kegiatan Kegiatan
L
X
>
5 3
éo Sz Bantuan
§<0 I= » Narasumber dan —
e %“3 5 Materi
m 5 gm
58
A m
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MDN-09.4 CFM 5
Mitigasi Penanggulangan Bencana

5 F
g’ o
®
8§50 Rapat Persiapan
B % i Kegiatan
= 5§
5§
A m
i,
§€3
e t:r.‘: _| Inventaris peserta
s g—g T Kegiatan i
e
S
E 177

Perangkat Daerah

terkait

Penentuan Lokasi
kegiatan

Y

Instansi Vertikal
(Pollsi Resort,

Brigade Mobil,

Badan SAR

1)

Y

Koordinasi terkait
Narasumber dan
Materi

Pelaksanaan
Kegiatan

Monitoring dan
Evaluasi

Evaluasi dan
Pelaporan
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MDN-09.4 CFM 6

Peningkatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)

Rapat

dan Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja

Persiapan

Penyedia

Survei lokasi,

penyusunan
administrasi
kegiatan,
Undangan,
Daftar hadir

Rapat Koordinasi

Ad

TNI/POLRI

Perangkat
Daerah terkait

Pelaksanaan
kegiatan
1. HUT Satpol PP
2. Jambore
Satpol PP
3. Bimtek
anggota Satpol
PP
4. Bimtek
Damkar

Evaluasi dan
laporan
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MDN-09.4 CFM 7

Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Rapat
Persiapan

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja dan

Penyusunan
Surat Edaran
dan Publikasi

Penyusunan
Administrasi
Pelatihan
Kebakaran

Kecamatan/
Kelurahan

Instansi
Pemerintah

Instansi Swasta

Masyarakat

Pelaksanaan
kegiatan dan
monitoring
bencana

Hasil Pelatihan
Kebakaran




- 131 -

MDN-09.4 CFM 8
Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi
Pamong Praja dan

Laporan kejadian
kebakaran

h@nitoring dan
'\ evaluasi

Kecamatan/
Kelurahan

Pelaksanaan

kebakaran

Instansi
Pemerintah
L 4
:
E“
-
I

Instansi Swasta

Masyarakat
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MDN-10.1
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

§
558
8 E £ |/ Pengumpulan data
E E § Sistem Informasi
o= E & | Pemerintahan Daerah
‘E P %Q (SIPD) dan hasil
- § g kajian/penelitian
m
Penyusunan
Kebijakan
y Umum
g Rancangan Rancangan Rancangan > l\:\?;?it;?t:: (KUA) dan |-
. Awal RKPD RKPD Akhir RKPD RKPD Prioritas Plafon
2 Musyawarah
kg Sementara
» Pembangunan e
3 (Musrenbang)
% Kota
K-
5E
1
3
E
(%}
0
5
§
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MDN-10.2
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

KUA dan PPAS

§8
% z E 'g Laporan Hasil
B 2% Penetapan KUA dan
§ 8 g PPAS
LES.
m

Koordinasi

N dan -
Penyusunan
E

Pembahasan KUA Penetapan
i dan PPAS KUA dan PPAS

Daerah
y
Y

Penyampaian
Dokumen KUA —
dan PPAS

Dewan Perwakilan | Semua Perangkat
Rakyat Daerah
v

Wali Kota




-134 -

MDN-10.3
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Penyusunan
Laporan Kinerja

Pengembangan
Daerah

Badan Perencanaan,

Badan Keuangan Penelitian dan

Rapat

5| Koordinasi
Laporan

Kinerja

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah | dan Aset Daerah

A\

Inspektorat

Semua Perangkat
Daerah

Rapat
Koordinasi
Laporan
Kinerja
bersama
Perangkat
Daerah

Y

Pelaporan

Evaluasi dan
laporan Kinerja
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MDN-10.4
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3 Menerima Kajian Pen
! Lingkungan Hidup RAIMD ke
: trategis dari Perangk Gubernur
E %
g Forum
| RPUMD | | Konsultasi pi Persiglear L
g Teknokratis Publik RPMJM“D
uan
I Renwal RPUMD o
? dengan DPRD
y
g Musyawarah
Rencana
= Pembangunan
(Musrenbang)
i E RPIMD
Konsultasi
Publik
g " Penyampaian
: RPIMD ke [
E E Gubernur

Pembahasan

Pengawasan
Rancangan
RPIJMD

I

Penetapan
Peraturan Wali
Kota tentang
RPMJD

Monitoring
Pelaksanaan RPJMD
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MDN-10.5 CFM 1
Kajian Penelitian dan Pembangunan

: q

g8

% : E Menerima hasil Peattiuin s Sosialisasi

g R Judul Nota Kerjadan | omaliban Pelaporan Pelaksanaan
8 g Koordinasi dari Kesepal § Anggaran | Hasil Kaiian |»iH2sil Kajiankel [ 00 Kajian kepada
3 g Perangkat Daereh Kerja sama (RKA) 2 - Salg i Wali JK"ta

gg g Daerah

(PTN)

Pihak Ketiga Akademisi/

Nota

Kesepahaman

Kerjasama

Nota
Kesepahaman

Kerjasama

Kontrak

Semua Perangkat Daerah Perguruan Tinggi Negeri

Pelaksanaan
Kajian/

pihak ketiga

Penelitian |
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MDN-10.5 CFM 2
Penyusunan Dokumen Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik dan Prasarana

Semua Perangkat Daerah

. 9
{5
840
g 5 a Menerima Renca'na Penentuan
gg : Dokumen dari » Temadan [ Penyusunan |
g —g 'E Perangkat Dacrah Judul Dokumen
.
Pengumpulan
Rapat - > Diuta gan F —
Koordinast Informasi

Sosialisasi
Dokumen

Tindak lanjut atas
Dokumen




- 138 -

MDN-11.1
Pengembangan Karier

Kementerian
Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Y

Penetapan
Formasi

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Semua Perangkat
Daerah

Penyusunan
e-Formasi

Pemetaan Usul
formasi oleh
Badan —
Kepegawaian
Daerah

Koordinasi
Internal

Penyusunan Standar
kompetensi jabatan

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil




- 139 -

MDN-11.2
Penataan Jabatan

g8
g g % M . . d
) g - onitoring aan
I surengembien, || {evaiuasi Aparatur
Aparatur Sipil Negara g ipil Negara
E 8 8 = | \dari Perangkat Daerah dan Pelantikan s ¥
g g —»| Pembuatan Surat
B S Keputusan
Pengangkatan . i
g E dalam Jabatan
£8
z: E
w
o
g 5 Pembahasan
B Draf Usul
'g = Pengangkatan
E £ dalam Jabatan
g Pemberian [ *  Pengambilan
S Keputusan Sumpah Jabatan
= terhadap Nota dan Pelantikan
= Dinas
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MDN-11.3
Pengembangan Kompetensi

Verifikasi Usulan
Peserta Diklat Teknis

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pengusulan

Peserta

Pengiriman Peserta
Diklat

Semua Perangkat
Daerah

Badan Diklat

Pelaksanaan Diklat

Evaluasi Pelaksanaan
dan Hasil Diklat
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MDN-11.4
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Semua Perangkat
Daerah

Pelaksanaan
Tindak Lanjut
Rekomendasi dari

Inspektorat

Pemeriksaan Khusus

Pelaporan BadE'm
pelanggaran Pegawai Kepegawaian dan
\ Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
g8
£5F |
E a -g Pemanggilan Pelanggaran Ringan '
&E g » dan Pembinaan »  Rekomendasi
4 Pegawai
i
§ g
m T
£
E
i
2
f
% g Pelanggaran
ol g Berat
0

Pembuatan Surat
Kepurusan Walikota

tentang Penjatuhan B

Hukuman Disiplin
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MDN-11.5
Penilaian Kinerja dan Kompensasi

Bagian Organisasi
Daerah

Menerima Peta
Jabatan dari
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dinas
Informatika

Komunikasi dan Sekretariat

Penyediaan
Aplikasi e-kinerja
dan jaringan
internet

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Sumber Daya

Badan
Keuangan dan | Pengembangan

Aset Daerah

Perencanaan
Penganggaran

Semua Perangkat
Daerah

Penyusunan
Sasaran
Kinerja
Pegawai

Inspektorat

Pengawasan

Sumber Daya
Manusia

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan

Penyerahan
Sasaran Kinerja
Pegawai untuk
dipetakan
(evaluasi)
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MDN-12.1 CFM 1

Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

ﬁ -ﬁ Menerima Laporan Veriﬁkas_i.dap
8o 2 Keuangan dari Rekonsiliasi Penyusunan
g Perangkat Daerah / | Fendapatan dan Laporan
50 Belanja Keuangan
g 5 Pemerintah
3 Daerah (LKPD)
b i
% Pendampingan
m dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Badan Pemeriksa
P Keuangan (BPK)
© Pengawasan )
o Pendapatan dan Revlzﬁal;xagr::an
% Belanja (PKPT) Mg ik
% Daerah (LKPD)
=

Pelaporan hasil
tindak lanjut Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK)

Semua Perangkat
Daerah

-

Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
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MDN-12.1 CFM 2
Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Membuat
4 Melaporkan temuan undangan dan
E‘. kepada Perangkat menentukan
§ Daerah Materi Pembinaan
) Perangkat Daerah
&
5

Pelaksanaan
—> Pembinaan
Perangkat Daerah

Semua Perangkat Daerah

Monitoring tindak
lanjut Kepatuhan
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MDN-12.1 CFM 3
Pengendalian Gratifikasi

Membuat
= Inventaris data undangaullkdan Pe.laporan 1'{&511
S terkait Gratifikasi menentukan tlndalf lanjut
£ Materi Pembinaan Gratifikasi
Q Perangkat Daerah
/7]
=

Pelaksanaan
—> Pembinaan
Perangkat Daerah

Semua Perangkat Daerah
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MDN-12.1 CFM 4
Reviu Dokumen Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaporan

s £§1ﬁ2§s§§i Penyusunan Laporan
S i iu (LHR

§ Perangkat Daerah . Hasil Reviu (LHR)

o Reviu/

Q. il .

E Pemeriksaan

Rapat Persiapan

Reviu Perencanaan,
Penyelenggaraan
dan Pelaporan

Semua Perangkat Daerah
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MDN-12.1 CFM 5

Reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

= Menerima dokumen
5 Rencana Kerja

% Pembangunan

2 Daerah

=

Semua Perangkat Daerah

Pelaksanaan
Reviu RKPD

Penerimaan
Penyelesaian Laporan
Hasil Reviu

Rapat Koordinasi
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MDN-12.1 CFM 6
Reviu Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA/RKPA)

: Pelaksanaan Penerimaan Laporan
ku — .
@mma do 9‘ Reviu RKA /RKPA Hasil Reviu

A

Inspektorat

—»| Rapat Koordinasi

Penyusunan
—» Laporan Hasil
Reviu

Semua Perangkat Daerah
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MDN-12.2
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah
‘3
8 - Pembinaan penyusunan Data . )
g g 5 |(Capaian Kinerja (RKT,Perjanjian Pelaporan Laporan hasil Evaluasi
51 |\ o o —{ Data Capaian [ SAKIP
& 8 = Kinerja
8 &
m
- Reviu LKj dan Z
g Evalu ; & Pendmpmgm
% > SAKIP evaluasi SAKIP | |
oleh Provinsi dan
Perangkat
E- Daereh KemenPan RB
5]
i
o
1
2E4
S B
588
T ¥ Penyusunan,
n 2 Pengukuran
,dan =
- Perencanaan
Data Kinerja
535
EEQ
@ § A
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MDN-13.1 CFM 1
Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Inventarisasi
Permasalahan
Kelembagaan dari
Perangkat Daera

Penataan
Kelembagaan

Semua Perangkat
Daerah

Perumusan
Kelembagaan

A 4

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Evaluasi
Kelembagaan

Penyusunan
Produk Hukum
Perangkat
Daerah

Pedoman
Kelembagaan
Perangkat Daerah
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MDN-13.1 CFM 2
Pengembangan Jabatan Perangkat Daerah

é g ventarisasi Analisis
aé Jabatan dan Analisis Penyusunan Ppoednyl:l?—lllnlﬁun Pedoman analisis
loF Beban Kerja dari Peta Jabatan T ,| Produk Hukum jabatan dan beban
E Perangkat Daerah Perangkat kerja
B Daerah
53
q
Ed Perumusan
E ‘g Standarisasi Penyusunan
~ g Kompetensi Formasi Jabatan
E A Jabatan
[42]
8
S 83
E’ g
o 8=
©
iE g
M gA
=&y
g
EEE:
(7]
£
g a Penyusunan
Z = Produk Hukum
§ Perangkat
g: Daerah
7]
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MDN-13.2 CFM 1
Peningkatan Ketata Laksanaan

'R E Menyusun
i .a Rancangan Pembinaan
Pedoman | Ketatalaksanaan
@ a etatalaksanas
Pembinaan

Ketatalaksanaan dari —‘
sisi Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

¥

Semua
Perangkat
Daerah
A
|

Pelaksanaan
ketatalaksanaan
x Evaluasi
Ketatalaksanaan

«

% g' B Pembinaan Ketata
EL 5 Laksanaan dari sisi

R Kedisiplinan jam

g g = kerja

1E”

" |Pedoman Ketatalaksanaan

E -
P
&= g .| Memfasilitasi penetapan |
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MDN-13.2 CFM 2
Peningkatan Pelayanan Publik

Bagian
Organisasi
Daerah

Sekretariat

enyusun Rancangan
Pedoman Pelayanan
Publik

Pembinaan

Pelayanan Publik

Semua
Perangkat
Daerah

Pelaksanaan Pelayanan
Publik

Inspektorat

Sumber Daya
Manusia

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan

Pembinaan
Pelayanan Publik
dari Aspek
Profesionalisme
Sumber Daya
Manusia

Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah

Memfasilitasi penetapan
Pedoman Pelayanan
Publik

Evaluasi
Pelayanan Publik
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MDN-13.3
Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah

Semua Perangkat
Daerah

Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)

Penyusunan
Perjanjian
Kinerja

i Kinerja

Pengukuran

Kinerja

Pengelolaan

Pelaporan
Kinerja

Daerah

Penetapan
Peraturan Daerah
Rencana

Pembangunan [~

Menengah
Daerah (RPJMD)

Penetapan
Rencana

Strategis
(Renstra)

Bagian Hukum
Pengembangan Sekretariat Daerah
Daerah
¥

Badan Perencanaan,
Penelitian dan

Pelaporan Kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Pelaporan
Kinerja
Perangkat
Daerah

1




- 155 -

MDN-13.4 CFM 1
Penvusunan Laporan Kinerja Pemerintahan

-g E Rapat
Koordinasi
. Rapat Persiapan Draft Laporan Hn:.monl.--i
: Persiapan Penyusaunan Kinerja - prsirni
Laporan Pemerintah o Kinerja
Kinerja emerintahan
§ Pemerintahan
X
-g Rapat
Koordinasi
Persiapan
Penyusunan
Laporan
g Pemerintahan
=
El
E % Rapat
Koordinasi Rapat
Fe . Finalisasi
Penyusunan Laporan
Laporan Kinerja
Kinerja Pemerintahan
S Pemerintahan Harmonisasi
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MDN 13.4 CFM 2
Kerjia Sama Pemerintah Daerah

§ Rapat

Persiapan

Badan Perencanaan,
o
Pengembengan Daerah

Daerah

Bagian Hukum  |Badan Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah

Tim Ahli

Harmonisasi
Laporan Kinerja
Pemerintahan

Perjanjian
Kerjasama/
MolU

Penelitian
Perjanjian
Kerja Sama.
(PKS)

Pengajuan
Usulan
Perjanjian

Kerja Sama
(PKS)
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MDN-14.1 CFM 1
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

8 5 8 | 4 tapan Kebijaks
ﬁ 5 Umum APBD (KUA)
<83 dan Prioritas Plafon
m § -g &
E Verifikasi
g g Rencana Kerja
g 3 g g dan Anggaran
CY E (RKA) dan
E 28 g.- Pembahasan
¥ Rencana Kerja
ag E uE. » dan Anggaran
& (RKA) antara
Perangkat
£ berer e itra| »|Pembahasan dan »| Pembahasan hasil
3 Kerja Komisi Penetapan ] evaluasi Gubernur
§' DFRD Rencana APBD tentang L
£ antara Eksekutif Rencana APBD
dan Legislatif antara eksekutif
g ag ﬁ Evaluasi dan legislatif
g g g g “» Gubernur
5 <A Provinsi
Jawa Timur |[—
tentang
Rencana
'E APBD
Penetapan
g Peraturan
g |,/ Daerahdan ||
Peraturan Wali
. Kota tentang
APBD
Penyusunan
E Rencana Kerja|
g "| dan Anggaran
ngA (RKA)
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MDN-14.1 CFM 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

.g 4 | /Inventaris Surat
g | [Pertangungjawaban .

g 82 |[" (sn) Pungsiona Sl
& 5 pi dari Per. PMggpa an (SPJ)
5 @ St Fungsional Perangkat

] Daerah

g < Daerah dan Konsolidasi

» menjadi Laporan Keuangan

£ Perangkat Daerah dan
3 E Raperda
E q 'g Pertanggungjawaban R

) Pelaksanaan APBD
84
B
m

E

&

g

.E

Evaluasi kepada
Pemerintah
Provinsi

T

Pembahasan dan

Penetapan
Rancangan

Pertanggungjawa -
ban APBD antara
Eksekutif dan

Legislatif

Pembahasan
hasil Evaluasi
Gubernur

L

Penetapan
Peraturan Daerah

dan Peraturan
Wali Kota tentang
APBD

Inspektorat

¥

Reviu Laporan
Keuangan
Perangkat

Daerah
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MDN-14.1 CFM 3

Penyusunan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Penerimaaan Surat
Permohonan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) dari

Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

-Verifikasi Surat Permohonan
Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM)

- Penerbitan SP2D
- Penandatanganan SP2D/
Kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD)

Penerimaan Bukti
Pajak

Semua Perangkat Daerah

Pengambilan Dana

Bank Jatim

Pencairan Dana oleh Bank
Jatim dengan SP2D
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MDN-14.2
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

§% |/ Menerima e
g 8 Pc:egleai:’;ina;?n Pertanggungjawaban Laporan hasil
% % | Anggaran Daerah Anggaran Pag
E s Pendapatan dan Peraturan Dae
.a g Daeranhg Belanja Daerah
@ o (APBD)
®
5
% Reviu Laporan
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|
=
g g Penyusunan Peraturan
i ® Daerah dan Peraturan
E E Wali Kota tentang
y Laporan
5 Pertanggungjawaban
@g Anggaran Pendapata dan
@ 3 Belanja Daerah (APBD)
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MDN-14.3 CFM 1
Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

§ Rekonsiliasi, Fengamanan,
ﬁ p . Pemeliharaan,
g8 »| Pendampingan, e
ﬁ g Pencatatan Aset dan Survei Aset Perirayags Laporan
Daerah naan Aset Daerah
B e Dacrah Aset Daerah g
MR
5 <
@
m
3
85
E g .| Pelaporan | |
gA Mutasi Barang
g
A
-~
g .
ﬁ Reviu Laporan
) Aset Perangkat
E‘ Daerah
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MDN-14.3 CFM 2
Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Perangkat Daerah

#
E Inventarisasi Konsolidasi Pencatatan,
o encana Kebutuhan Baran pengamanan,
ag Milik Daerah (RKBMD) dan Penerimaan Rekonsiliasi dan pemeliharaan,
g Rencana Kebutuhan —» Pelaporan Mutasi—» Perampingan [—» pendayagunaan |—
g8 Pemeliharaan Barang Milik Barang Aset Daerah dan
5 Daerah (RKPBMD) dari penghapusan
g Perangkat Daerah aset daerah
2

Pengadaan
Barang/Jasa

Semua Perangkat Daerah
¥
[

Reviu Laporan
—* Aset Perangkat
Daerah

Inspektorat
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MDN-14.4
Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sosialisasi untuk

Penghasil Pendapatan

g Intensifikasi 3
Rapat Persiapan Perumusan pajak/retribusi peningkatan Penerimaan Laporan
Perumusan Target Target Pajak dengan updating kesadiuran Pajak dan Pendapatan
Psjak Dasrah Daerah database L Retribusi Daerah
£ perpajakan membayar
g pajak /retribusi
g -g Penegakan
Hukum terhadap
K7 & Wajib Pajak dan
2 g Wayjib Retribusi
K| yang melakukan
g E, Pelanggaran
Pengelolaan Aset Penyusunan
E Daerah dan Kerja| Pendapatan Pﬂ'l‘ udmlhn ]_‘y;omn
Sama dengan Daerah SPAtAn Pendapatan
E Pihak Ketiga St Daerah
g ﬂ Peningkatan
cl E ‘a2 Koordinasi Dana
2 g. Perimbangan dan
. .E E kerjasama untuk
_a- Pendapatan lain-
Pendapatan
Daerah
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MDN-15.1 CFM 1
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Menerima
Permohonan dari
Masyarakat

Pemrosesan Pelayanan
—> Administrasi
Kependudukan

Monitoring dan
Evaluasi

Data dan Dokumen
kependudukan (KK, E-KTP,
KIA, dan Dokumen

Pencatatan Sipil

Dinas
Kependudukan dan

Kependudukan)

Masyarakat

Penyediaan
Jaringan
Komunikasi
Data

Dinas
Komunikasi

dan
Informatika

Pemanfaatan data
dan Dokumen —
Kependudukan

Perangkat
daerah yang
Terkait
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MDN-15.1 CFM 2
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

Menerima

Permohonan dari !
Masyarakat

Pemrosesan Pelayanan
Administrasi Pencatatan

Sipil

Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Data dan Dokumen
(Akte-akte Pencatatan
Sipil)

Monitoring dan
Evaluasi

) g Penyediaan
g g Jaringan | |
A E Komunikasi

0

‘g Data

Perangkat
Daerah yang | Komunikasi dan | Masyarakat

Terkait

Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan
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MDN-15.1 CFM 3

Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pemeliharaan
Sistem Informasi
Administrasi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Evaluasi dan
Pelaporan Data dan

Dokumen

l\ Kependudukan dan
ncatatan Sipi

Penyediaan
database dan
Jaringan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Badan Sandi dan Siber
Negara

L

Penyediaan tanda
tangan elektronik

Direktorat Jenderal
Kementerian Dalam
Negeri

Penyediaan
database Data
Kependudukan

dan Catatan Sipil
Pusat

Semua Perangkat Daerah

Pemanfaatan Data
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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MDN-15.1 CFM 4
Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan

enerima hasi
Koordinasi dengan
Pusat untuk
pemanfaatan Data
Warehouse

Monitoring dan

Pencatatan Sipil

Evaluasi

Dinas Kependudukan dan

e Bl
£2
=
i} b Y
§ -3 Jaringan
i

Pemanfaatan Data

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Pelaksanaan
Perjanjian Kerja
Sama dengan [—
Perangkat Daerah
Pengguna

L 4

Semua Perangkat Daerah
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MDN-15.1 CFM 5
Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling

Gpat Persia@—

Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Layanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Laporan hasil
kegiatan

Evaluasi dan
Pelaporan

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan
Jadwal Kegiatan

Dinas Komunikasi dan | Dinas Kependudukan dan
Informatika
v

Kecamatan

Masyarakat

Pelaksanaan Layanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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MDN-15.2
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pendistribusian dan
Pengarsipan
Administrasi Naskah
Dinas

A

g
g
® - Menerima pengajuan Memproses Administrasi
g g Naskah Dinas Kepala Naskah Dinas Kepala
5 & |\ Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
g A Daerah Kepala Daerah
g
&
@
E K
Y

Persetujuan dan Penanda

tanganan Naskah Dinas

Wali Kota dan Wakil Wali Kota




- 170 -

MDN-15.3 CFM 1
Fasilitasi Pengusulan dan Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

%
é Peresmian dan
Pengangkatan ; Fasilitasi
Peresmian
E Anggota DPRD Administrasi Penerimaan laporan
o > i Pengangkatan e = ey
L% Pengusulan dan serta fasilitasi PimD Pimpinan dan hasil Fasilitasi DPRD
y Verifikasi Pemilihan pinan DPRD| | 4 0g0ta DPRD
gf | |Pengangkatan Anggota Pimpinan DPRD
a DPRD ke Gubernur
‘;5;
g
LY
0

Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah

penctapan N aporan
Pengusulan 1
P = 2
enga?agl;;t;.n]) | Pimpinan DPRD Fasilitasi DPRD
mlggoDari ke Gubernur
Gubernur
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MDN-15.3 CFM 2

i

Elpﬂl’mhlmw

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Bagian Hukum
Sekretariat Dacrah

Daerah

Rapat Pembahasan

dengan Perangkat
Daerah

Provinsi Jawa Timur

Konsultasi
terkait

Pembahasan |-

Rancangan
Peraturan
Daerah

Rapat
Pembahasan

hasil
Konsultasi

Rapat
Finalisasi
Hasil Pansus

Sosialisasi
kepada Fraksi

Paripurna

Penetapan

Rancangan
Peraturan Daerah
menjadi Peraturan

Daerah/

Penandatanganan
Nota Kesepakatan
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Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Inventaris Kebutuhan

DPRD

Penyusunan Notulen
Rapat/Nota Dinas
Rapat AKD

Jadwal Rapat
Paripurna

Pembahasan terkait alat

kebutuhan DPRD

Rapat Pembal K;n;ultasl te;i?it . Rapat Pimpinan |- Rapat kebutuhan H
8 kebutuhan DPRD o DPRD A
% Kelengkapan Dewan Dewan

0
%8
4
E
:
£ Konsultasi terkait
a AKD
-
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MDN-15.3 CFM 4
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

Rapat Internal
Pembahasan 1 Konsultasi dengan
Kunjungan Perangkat Daerah T

Terkait

: Notul at Hasil Ku Kunj
EE Rapat Persiapan — Nm‘; Dmpi: || Has Kc:;iunm ( Laporanxﬂ:jx:aunsaﬂ )

Kunjungan Kerja

Provinsi Jawa
Timur

Kunjungan Kerja | |
Luar Provinsi

Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Timur

Luar Provinsi
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MDN-15.3 CFM 5
Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menerima agenda kegiatan
DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Melaksanakan Peliputan
Kegiatan Sekretariat dan

DPRD Kota Madiun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyedia Barang/Jasa

Pengelolaan hasil Peliputan
dan Pemeliharaan website
dan media informasi lainnya

Publikasi /Penyebarluasan
Informasi

Monitoring dan Evaluasi Publikasi
Informasi
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MDN-15.4 CFM 1
Pengelolaan dan Layanan Kearsipan

3

'§ 8 Rapat Persiapan ,| Pembuatan PrIcet S ran ) )

8 a Pembentukan Tim Jadwal Kegi —>  keUnit - Laporan Akhir Kegiatan
a o : a Kegiatan :

= E Pelaksana Kegiatan Kearsipan

X

L ~

@

=

A

Pelaksanaan
Kegiatan

Inventaris data —‘

Unit Kearsipan
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MDN-15.4 CFM 2
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

-
. Pembuatan
- Rapat Persiapan .| Pembuatan surat
S | | SSmbaitEen e "l Jadwal Kegiatan permohonan
:é* = aksana Kegi Narasumber
Q
IS: e
K=
(i
j=}
2] Pengumpulan
§ dan
& penyusunan
o data peserta
k=i
=y

Pelaksanaan
Bimbingan
Teknis (Bimtek)

Laporan Akhir Kegiatan

ANRI/Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi

Narasumber
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MDN-15.4 CFM 3
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

§
ch |
ae Rapat Persiapan Pembuatan Pembuatan
as Pembentukan Tim ,| Pembuatan | | surat Edaran ke surat
P Pelaksana Kegiatan Jadwal Kegiatan Perpustakaan permohonan
2 Pendukung Narasumber
=
(=]

:

=

§

Pengumpulan

5 J dan

% penyusunan

o data peserta

=

5

o

Pelaksanaan
Bimtek

Laporan Akhir Kegiatan

Narasumber

(Perpustakaan Jatim

dan Nasional)

Bantuan
Narasumber
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MDN-15.5 CFM 1
Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Rapat Persiapan
Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan

Sekretariat Daerah

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

dan Administrasi Pembangunan

.| Penyusunan data

Penelitian data
dan
Penentuan
Tender

Laporan Hasil Kegiatan

lelang
3
(]
e
% “* Monitoring Pekerjaan
e
=
)
& /
= Penyusunan Pelaksanaan
E Dokumen / h Pekerjaan
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MDN-15.5 CFM 2
Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dari Standar Kegiatan Kontruksi

E Menerima masukan terkait

%

3 perubahan harga satuan Penyusunan dan .

j barang dan material Identifikasi perubahan - »| Draf Harga Revisi Standar

4 kontruksi harga satuan barang Satuan Barang Harga Satuan Monitoring dan Evaluasi
5 e Standar harga satuan

Rapat Tim Teknis

L Rnpa!‘lnto‘.:!rd!aui J phoreses

Standar Harga Satuan
barang

| -

“ThHil TERKNIS
A D P
Dinas
F han Rakyat dan Per
‘Umum dan Penatsan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana
DNacmh Rumah Sakit Ulmam Disecabl)

Walikota
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Sosialisasi dan Evaluasi
mhﬂﬂmj
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MDN-15.6

Pelayanan Penanda tanganan secara Elektronik Naskah Dinas Sekretaris Daerah

Mengajukan draf Naskah
Dinas melalui aplikasi

Semua
Perangkat
Daerah

Menerima dan
Mendistribusikan
Naskah Dinas

Daerah

Asisten
Sekretariat

Verifikasi Naskah
Dinas melalui
Aplikasi

Bagian Umum
Sekretariat Daerah

Memeriksa dan
Memberikan
Penomoran Naskah
Dinas Melalui
Aplikasi

Sekretaris Daerah

Persetujuan dan
Penanda tanganan
Naskah Dinas secara
Elektronik
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MDN-16.1

Penyusunan Konten Lokal dalam rangka membangun Citra Positif Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Menerima
Penyampaian
Agenda Kegiatan
Pemerintah Kota
Madiun

Inventarisasi,
Penjadwalan
dan Peliputan

Semua Perangkat
Daerah

=

Peliputan
Kegiatan

Penyusunan
hasil peliputan

Publikasi melalui
Media milik
Pemerintah Daerah




- 183 -

MDN-16.2
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Semua Perangkat
Daerah

Menyusun Data
Kebutuhan SPBE

Integrasi

Perangkat Daerah

Penerapan
Layanan
Elektronik

Membuat
laporan
Pelaksanaan

La.yam.t_!
Elektronik

Badan

Perencanaan,

Peneliti A
Pengembangan

Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Permintaan
Inventarisasi
Kebutuhan SPBE

kepada Perangka
Daerah

Bagian
Organisasi

Seckretariat

Daerah

Menyusun
Arsitektur
SPBE

~- Menyusun Peta

Rencana SPBE

Mengkoordinasikan
Pembangunan Aplikasi
dan Infrastuktur,
Penerapan keamanan
SPBE, Manajemen Aset
Teknologi Informati
Komunikasi (TIK)

Mengkoordinasikan
Intergasi Proses
Bisnis

Sekretaris

Daerah

3

Mengkoordinasikan

Penerapan
Kebijakan SPBE

Badan
Keuangan dan

Aset Daerah

¥

Mengkoordinasikan
SPBE
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MDN-16.3
Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik

Pengumpulan Berita
dari Media Masa

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Inventarisasi

Berita dari Media

Y

Tindak Lanjut saran
dan tindakan hasil
laporan analisa

Masa

Semua Perangkat Daerah

Analisa Berita
Media Masa

A

Penyusunan
laporan hasil
analisa

>

Saran dan
tindakan hasil —
laporan analisa
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MDN-16.4

Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Pengaduan

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Menerima aspirasi dan
pengaduan dari
masyarakat

Klasifikasi
informasi,
dokumentasi,
dan pengaduan

Semua Perangkat
Daerah

Koordinasi
dengan
Perangkat
Daerah terkait

Penyampaian
hasil tindak
lanjut pada

pemohon

Dokumen Informasi dan
Pengaduan

Tindak Lanjut
permintaan

informasidan |

dokumentasi
serta pelayanan
pengaduan

Masyarakat

Menerima
jawaban
aspirasi dan
pengaduan
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MDN-16.5
Penyediaan Data Statistik Sektoral

g

E
.5 emetaan Kebutuhan P int Dat Penyusunan
= Data Statistik EUE A A Pengolahan Data
& ktoral Sektoral ] > bl Dokumen Data
Y iEeltion Statistik Sektoral
g
:
‘Q - .

| Validasi Data [

Sektoral

Penyampaian Data | |
Sektoral

Semua Perangkat Daerah
¥
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MDN-16.6
Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital

Penyampaian
permohonan
kepada BSSN
untuk
membuat
tanda tangan
digital

Melaku kan
perbaikan

BSSN

dasi

Penyusunan

Nota
Kesepahaman

Pemerintah
Kota Madiun
dengan BSSN
tentang Tanda

Tangan Digital

Sekretariat
Daerah

Bagian
Pemerintahan

Penyusunan
Perianjan

tentang tanda
tangan digital

Perjanjian
Kerja Sama
tentang
Tanda

Digital

Wali Kota

Tidak

dan Sandi
Negara

Badan Siber

Evaluasi

perbaikan

Tanda
Tangan Digital
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MDN-16.7

Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi

g
fé Menyusun

. Merancang jadwal setting Pelaksanaan
g . Menerima data e manajemen jaringan dan | |setting jaringan
= .‘“Y‘“‘““dsaﬁe}',’;‘“hgﬁt = m'ﬁk”‘ s jaringan tiap [ pemberitahuan [ i lokasi
- apangan Perangkat kepada Perangkat
= s Daerah Perangkat Daerah
3 Daerah
g
E
<
:
a
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% Inventarisir

kebutuhan jumlah _

E pengguna, aplikasi Persiapan

—» yang dibutuhkan, lokasi dan
g posisi unit kerja, petiigan
5 struktur organisasi pendamping
“u dan hak akses

Pelaksanaan test
kelayakan
jaringan (test
network reability)

Melakukan setting
login ke jaringan
masing-masing
PC

Penggunaan
infrastruktur/
jaringan yang sudah
disetting ulang
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MDN-16.8
Pengamanan Pengiriman Informasi Digital

=
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C g ey
Menyusun Peraturan Meminta jenis-jenis Memasang Sodlalisead ‘

g Wali Kota tentang informasi dan enkripsi di pelatihan untuk Monitoring Informasi
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Melakukan
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informasi
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§ o pe??ﬂ::? menq.apa pengiriman data
g alamat e- pelatihan dan it
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Bagian
Pemerintahan
Sekretariat
Daerah

MDN-16.9
Pengamanan Dokumen Digital
- Pelaksanaan Pengajuan
g inventaris ke BSSN
a : = dokumen untuk
g § 5 é Perangkat Daerah» membuat
A g TR yang memerlukan tanda
8 E tanda tangan tangan Pemberian
diﬂ'ml digital Pelaksanaan rekomendasi
{5 auditITke perbaikan Pelaksanaan
g Perangkat kepada Evaluasi hasil
o E Daerah Perangkat Perbaikan
& 3’ Daerah
22z
:
w
g Penyusunan Penandatanganan
kerja sama sama
@ E Penyusunan Perbaikan Pelaksanaan
=] m'g inventarisasi berdasakan penggunaan
E 5 g > dokumen yang rekomendasi tanda tangan
0 E a perlu tanda BSSN dan digital dalam
tangan digital Dinas Kominfo dokumen
E 3
-k
hy
it
§ Penelitian dan
pemberian
konsultasi
penyusunan
perjanjian
kerja sama
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MDN-16.10
Pengembangan Smart City

.Q g
3 ;
: o i Laporan Hasil
g é g E Rapat Persiapan Pengadaan Platform | Pengembangan
A g o 8 Tenaga Ahli Smart city Smart city
2 8 Rapat
Koordinasi 4 Uii ;
ji Coba | —{ Serah Terima
Identifikasi | Aplkasi || Aplikasi |
E Kebutuhan P Aptieant
0 E Serah Terima
5 g » Berita Acara
— @) Platform
o
A

Pengadaan
Tenaga Ahli

Administrasi

Pembangunan
Sekretariat Daerah
y

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan

Pembuatan
Aplikasi

Tenaga
Ahli/Pihak
Ketiga
v
|
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MDN-17. 1

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Inventarisasi Produk
Hukum Daerah

Analisa Produk
Hukum

Penyusunan Produk
Hukum

Semua Perangkat Daerah

Usulan Perubahan
Produk Hukum
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MDN-17. 2
Publikasi Produk Hukum Daerah

Pencetakan dan Penyebarluasan
- Salinan Produk

Penggandaan Produk
Ifgkum Daerah Hukum Daerah
dalam JDIH

3

Monitoring dan
Pelaporan

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

si

dan Informatika

-

Penyediaan dan
Pemeliharaan Server—
untuk JDIH

Dinas Komu

Penyebarluasan
Salinan Produk Hukum
Daerah ke Masyarakat

Kecamatan
Y
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MDN-17. 3

Pemberian Bantuan Hukum

Semua Perangkat Daerah

terkait perkara

a
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E = - T . Penyusunan
enerima oordinasi .
i Disposisi dengan ii?;irg:i Beracar:a di Melakukan | Eelaponn hiasii
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PETA RELASI

MDN-01.1
Peningkatan Pelayanan Mode Transportasi Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Dinas Perhubungan

Dinas Perumahan Rakyat

Kecamatan dan Kelurahan as Kawxmin Pt

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administasi
Pembangunan
Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Dinas Kebudayaan, . -
Pariwisata, Kepemudaan Dinas Pendidikan
dan Olahraga
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PETA RELASI

MDN-01.2
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Transportasi

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penatasn Ruang Dinas Perhubungan

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administasi Dinas Perumahan Rakyat

Pembangunan Sekretariat dan Kawasan Permukiman
Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan Kecamatan
Pengembangan Daerah
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PETA RELASI

MDN-01.3
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran/Drainase
dan Gedung

Bagian Pengadaan Barang/
Dinas Pekerjaan Umum dan Jasa dan Administasi

Penataan Ruang Pembangunan Sekretariat
Daerah

Inspektorat
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PETA RELASI

MDN-01.4
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Bagian Pengadaan Barang/
Dinas Perumahan Rakyat Jasa dan Administasi
dan Kawasan Permukiman Pembangunan Sekretariat

Daerah
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PETA RELASI

MDN-02.1
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penaataan Ruang

Perangkat Daerah Terkait (Badan Perencanaan, Penelitian
dan pengembangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas
Perdagangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
Kecamatan
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PETA RELASI

MDN-02.2
Pembinaan dan Pengawasan serta Sinergi Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
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PETA RELASI

MDN-02.3
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Kecamatan dan Kelurahan

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administrasi
Pembangunan
Sekretariat Daerah
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PETA RELASI

MDN-02.4
Pengelolaan Sampah Secara Berkelanjutan

Badan Perencanaan, : _ _
Penelitian dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
Daerah

Dinas Perdagangan
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PETA RELASI

MDN-02.5
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dinas Penanaman Modal
Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Satuan Polisi Pamong : ;
Praja dan Pemadam Dinas Pekerjaan Umum

= e dan Penataan Ruang

Badan Perencanaan, :
Penelitian dan Dinas Ketahanan Pangan

Pengembangan Daerah dan Pertanian

Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
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PETA RELASI

MDN-03.1
Peningkatan Harapan Lama Sekolah

Dinas Pendidikan

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Daerah

Badan Keuangan dan Aset




- 206 -

PETA RELASI

MDN-03.2
Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah

Dinas Pendidikan Dinas Komun1}<as1 dan
Informatika

Bagian Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah




- 207 -

PETA RELASI

MDN-03.3
Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan

Kementerian Pendidikan

Sekolah Pendidikan Anak

Usia Dini




- 208 -

PETA RELASI

MDN-03.4
Pengembangan Layanan Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan
Administrasi
Pembangunan




- 209 -

PETA RELASI

MDN-04.1
Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan Terpadu

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kecamatan

Rumah Sakit Umum
Daerah

Dinas Pendidikan




-210 -

PETA RELASI

MDN-04.2
Peningkatan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan

Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan
Pengendalian Penduduk Pengembangan Sumber
dan Keluarga Berencana Daya Manusia

Rumah Sakit Umum dan
UPTD Puskesmas




- 211 -

PETA RELASI

MDN-04.3
Peningkatan Promosi, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan
dan Keluarga Berencana

Dinas Komunikasi dan
Informatika




-212 -

PETA RELASI

MDN-04.4
Peningkatan Kesehatan Primer dan Rujukan

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Inspektorat

Rumah Sakit Umum
Daerah

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan
Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Badan Keuangan dan Aset
Daerah




-213 -

PETA RELASI

MDN-04.5
Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan
Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Dinas Perdagangan

Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup




- 214 -

PETA RELASI

MDN-04.6
Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan
Kesehatan Rerpoduksi (PKBKR) yang Konprehensif

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Kecamatan

dan Keluarga Berencana

Sekretariat Daerah




- 215 -

PETA RELASI

MDN-04.7
Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang holistik dan integratif
sesuai Siklus Hidup, serta menguatkan Pembentukan Karakter di Keluarga

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dinas Perdagangan

dan Keluarga Berencana




- 216 -

PETA RELASI

MDN-05.1
Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan Kelurahan
dan Perlindungan Anak

Badan Keuangan dan Aset

Inspektorat Pl

Badan Perencanaan,

Penelitian dan Semua Perangkat Daerah
Pengembangan Daerah




- 217 -

PETA RELASI

MDN-06.1
Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah

Kecamatan /Kelurahan




- 218~

PETA RELASI

MDN-07.1
Peningkatan Kondusifitas Iklim Berinvestasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Badan Kell::;ang:.hn dan Aset
Pintu aer

Bagian Perekonomian dan Dinas Tenaga Kerja,

Kesejahteraan Rakyat Koperasi Usaha Kecil dan
Sekretariat Daerah Menengah

Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Badan Pendapatan Daerah Tt foEvha, Sioenrs Taate ecd dan
Menengah, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah )

Perangkat Daerah Terkait —
(Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas
Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

n)




- 219 -

PETA RELASI

MDN-07.2
Pengembangan Kebudayaan yang Berbasis Kearifan Lokal Untuk Peningkatan
Kualitas Hidup Masyarakat

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Kecamatan /Kelurahan
Olahraga

Dinas Komunikasi dan

Informatika Dinas Pendidikan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Politik Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman




- 220 -

PETA RELASI

MDN-07.3
Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Perekonomian

Dinas Perdagangan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran




- 221 -

PETA RELASI

MDN-07.4
Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Usaha Mikro dan Koperasi

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

Bank Daerah

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Perdagangan




- 222 -

PETA RELASI

MDN-07.5
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

dice: Pevtamicn Dinas Perdagangan

Dinas Pekerjaan Umum dan

' Perhub
Dinas Perhubungan Penataan Ruang

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana




- 223 -

PETA RELASI

MDN-08.1
Penyaluran Subsidi Air Bersih bagi Masyarakat kurang Mampu

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak

Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Taman Sari




- 224 -

PETA RELASI

MDN-08.2
Bantuan Pemakaman bagi Masyarakat Tak Berdaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rumah Sakit Umum Daerah

Kelurahan

Instansi Vertikal (Kepolisian)




- 225 -

PETA RELASI

MDN-08.3
Penyaluran Bantuan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok

Dinas Perdagangan

Badan Pusat Statistik

Badan Usaha Milik Daerah




- 226 -

PETA RELASI

MDN-09.1
Peningkatan Masyarakat yang tertib dan patuh terhadap Peraturan
Perundang-undangan

Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kecamatan/Kelurahan




- 227 -

PETA RELASI

MDN-09.2
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kelurahan

Dinas Pendidikan




- 228 -

PETA RELASI

MDN-09.3
Penguatan Peran Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Kecamatan/Kelurahan
Olah raga

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan
dan Pemadam Kebakaran Politik

Bagian Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat Dinas Pendidikan
Sekretariat Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah




- 229 -

PETA RELASI

MDN-09.4
Peningkatan Mitigasi Risiko dan Ketangguhan Bencana

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Kecamatan /Kelurahan

Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perumahan Rakyat
dan Pemadam Kebakaran dan Kawasan Permukiman

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan




- 230 -

PETA RELASI

MDN-10.1
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Badan Perencanaan,
Penelitian dan Kecamatan
Pengembangan Daerah

Semua Perangkat
Daerah




- 231 -

PETA RELASI

MDN-10.2
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 232 -

PETA RELASI

MDN-10.3
Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Inspektorat

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 233 -

PETA RELASI

MDN-10.4
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 234 -

PETA RELASI

MDN-10.5
Kajian, Penelitian dan Pembangunan

Badan Perencanaan,
Penelitian dan Semua Perangkat Daerah
Pengembangan Daerah




- 235 -

PETA RELASI

MDN-11.1
Pengembangan Karier

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 236 -

PETA RELASI

MDN-11.2
Penataan Jabatan

Badan Kepegawaian dan

Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(TPKP)

Pengembangan Sumber Daya (Sekda, Asisten, Kepala BKPSDM,

Manusia

Inspektur, dan Kepala Bidang Mutasi
BKPSDM)

Semua Perangkat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah




- 237 -

PETA RELASI

MDN-11.3

Pengembangan Kompetensi

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Semua Perangkat Daerah

Badan Diklat




- 238 -

PETA RELASI

MDN-11.4

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Semua Perangkat Daerah

Inspektorat

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah




- 239 -

PETA RELASI

MDN-11.5

Penilaian Kinerja dan Kompensasi

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Inspektorat

Badan Keuangan dan

Aset Daerah

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 240 -

PETA RELASI

MDN-12.1

Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Keuangan dan Aset

Inspektorat Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 241 -

PETA RELASI

MDN-12.2

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Inspektorat Semua Perangkat Daerah




- 242 -

PETA RELASI

MDN-13.1
Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Semua Perangkat Daerah




- 243 -

PETA RELASI

MDN-13.2
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Bagian Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Sekretariat Daerah Kearsipan

Bagian Hukum Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Daerah Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Inspektorat Semua Perangkat Daerah




- 244 -

PETA RELASI

MDN-13.3

Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Bagian Hukum

Inspektorat Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 245 -

PETA RELASI

MDN-13.4
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan

Bagian Pemerintahan Badan Perencanaan,

. Penelitian dan
Sekretariat Daerah Pengembangan Daerah

Bagian Hukum Sekretariat

Inspektorat Daerah

Dinas Komunikasi dan Badan Keuangan dan Aset
Informatika Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 246 -

PETA RELASI

MDN-14.1

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tim Anggaran

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Penelitian dan

Badan Perencanaan,

Pengembangan Daerah

Inspektorat

Bagian Hukum

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan
Sekretariat Daerah Administrasi
Pembangunan

Semua Perangkat
Daerah




- 247 -

PETA RELASI

MDN-14.2

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Inspektorat




- 248 -

PETA RELASI

MDN-14.3
Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Semua Perangkat Daerah

Inspektorat




- 249 -

PETA RELASI

MDN-14.4
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Pendapatan Daerah dan Pemadam Kebakaran

Badan Keuangan dan Aset
Daerah




- 250 -

PETA RELASI

MDN-15.1
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kecamatan/Kelurahan

Rumah Sakit Umum Bagian Pemerintahan
Daerah Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi dan Semua Perangkat
Informatika Daerah

Perangkat Daerah
Terkait




- 251 -

PETA RELASI

MDN-15.2
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Bagian Umum Sekretariat
Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 252 -

PETA RELASI

MDN-15.3
Fasilitasi Pengusulan dan Pengangkatan Anggota dan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah




- 253 -

PETA RELASI

MDN-15.4
Pengelolaan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Unit Kearsipan




- 254 -

PETA RELASI

MDN-15.5
Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Tim Teknis (Inspektorat, Dinas Lingkungan
. Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas
Bagian Pengadaan Barang/ Perhubungan, Dinas Komunikasi dan
$ons : Informatika, Dinas Ketahanan Pangan dan

Jasa dan AdmlnlStras_l Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan
Pembangunan Sekretariat Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan

ah Umum dan Penataan Ruang, Badan
Daer Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah

Sakit Umum Daerah)

Bagian Hukum Sekretariat

Inspektorat TR

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah




- 255 -

PETA RELASI

MDN-15.6
Pelayanan Penandatanganan secara elektronik Naskah Dinas Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Asisten Sekretaris Daerah

Bagian Umum Sekretariat
Daerah Semua Perangkat Daerah




- 256 -

PETA RELASI

MDN-16.1
Penyusunan konten lokal dalam rangka membangun citra positif Pemerintah

Daerah

Dinas Komunikasi dan Bagian Umum Sekretariat
Informatika Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 257 -

PETA RELASI

MDN-16.2
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dinas Komunikasi dan

Informatika Semua Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Badan Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan Sekretariat Daerah
Pengembangan Daerah




- 258 -

PETA RELASI

MDN-16.3

Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan

Informatika Semua Perangkat Daerah




- 259 -

PETA RELASI

MDN-16.4

Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Pengaduan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah

Masyarakat




- 260 -

PETA RELASI

MDN-16.5
Penyediaan Data Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan

Informatika Semua Perangkat Daerah




- 261 -

PETA RELASI

MDN-16.6
Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital

Walikota

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Badan Siber dan
Sandi Negara

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Semua Perangkat
Daerah




- 262 -

PETA RELASI

MDN-16.7
Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi

Dinas Komunikasi dan Semua Perangkat
[Informatika Daerah




- 263 -

PETA RELASI

MDN-16.8
Pengamanan Pengiriman Informasi Digital

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah




- 264 -

PETA RELASI

MDN-16.9

Pengamanan Dokumen Digital

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah




- 265 -

PETA RELASI

MDN-16.10

Implementasi Pengembangan Smart City

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Semua Perangkat Daerah




- 266 -

PETA RELASI

MDN-17.1
Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Semua Perangkat Daerah




- 267 -

PETA RELASI

MDN-17.2

Publikasi Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kecamatan




- 268 -

PETA RELASI

MDN-17.3

Pemberian Bantuan Hukum

Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Semua Perangkat Daerah

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepalp-Ragian Hukum

BUDNWIBOWO. SH

PemBina Tingkat |
NIP. 19750117 199602 1 001
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